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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
mengatakan bahwa saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidang pendidikan. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidikan vokasi, penguatan pendidikan 
karakter, dan guru.
Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihakan kepada peserta didik 
yang tidak mampu untuk mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perluasan akses 
yang dimaksud juga diwujudkan dengan 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).
Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
pemerintahan saat ini adalah membekali 
generasi bangsa 2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zaman. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  
”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berubah dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.
Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).
Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 
Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 
Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018
Nawala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Februari 2018
Foto: Ridwan Maulana
11 Rembuk Nasional Februari 2018
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Dinamika pendidikan Indonesia seakan tersentak, ketika petaka demi petaka berulang menimpa sosok guru. Ada yang terpaksa harus menerima 
takdir meregang nyawa di tangan muridnya sendiri 
atau mengalami perilaku brutal dari orang tua murid 
yang membabi buta memukuli kepala sekolah hingga 
terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat penganiayaan 
berat.  Dalam cerita lain, ada murid yang dilecehkan 
atau traumatik karena penerapan sanksi yang dinilai 
berlebihan dari sekolahnya sendiri.
Kedua cerita itu, adalah potongan peristiwa 
memilukan dan sekaligus memalukan dunia pendidikan 
kita, di saat Indonesia berusaha keras memperbaiki 
kualitas pendidikan agar setara dengan negara maju 
lainnya. Tidaklah bijaksana kalau kita hanya berkutat untuk 
mencari siapa yang salah atau siapa yang benar tanpa 
mendalami akar masalah sebenarnya.
Payung hukum sebagai tempat berlindung kedua 
belah pihak sudah sangat rinci memberikan jaminan 
kepastian  hukum, baik menyangkut perlindungan 
terhadap guru mau pun siswa. Bahkan, untuk siswa 
di bawah umur memiliki perlindungan ganda terkait 
posisinya yang istimewa tentang perlindungan anak.
Dari berbagai kasus itu, walaupun bukan sebagai 
'endemik' terkadang diagnosanya hanya terpusat 
kepada pengkajian dangkal menyangkut sebab musabab 
(kausalitas) yang terjadi di permukaan, sama sekali 
melupakan kodisi sosial ekonomi dan temperamentalistik 
masyarakat sekitarnya. Apa yang dikemukakan Inspektur 
Jenderal Kemendikbud dalam kesempatan pertama 
menangani kasus penganiayaan kepala sekolah di SMP 
4 Bolaang Mangondaw. Mungkin ada benarnya bahwa 
peristiwa tersebut bukan kejahatan tunggal yang serta 
merta muncul ke permukaan. 
Jika sedikit bersabar, mungkin solusinya tidak hanya 
soal menegakkan aturan semata tetapi juga mencermati 
kehidupan sehari-hari  dari lingkup guru, sekolah, siswa, 
orang tua, dan masyarakat sekitar satuan pendidikan 
melalui kacamata sosial ekonomi dan kesantunan 
adat istiadat setempat. Solusinya tidak cukup hanya 
melalui pendekatan hukum semata, tetapi harus lebih 
komprehensif lagi dengan melihat sisi lain.  Jangan-jangan 
perilaku buruk yang terjadi hanya lantaran faktor ekonomi 
hingga terbawa-bawa pada proses belajar mengajar atau 
didikan karakter yang terlupakan. 
Tidaklah berlebihan jika sudah saatnya kita buka 
lembaran baru dengan komitmen “muliakan guru, sayangi 
anak” yang dahulu pernah memberi wajah pendidikan kita 
dengan nuasa lebih nyaman, ramah, dan berakhlak tanpa 
melupakan hak dan kewajiban masing-masing antara 
sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar.  
Salam dari redaksi
Editorial
 - Edisi I / 20184
Setumpuk “PR” 
Usai Helat RNPK 2018
“Ketersediaan, peningkatan profesionalisme dan perlindungan serta penghargaan bagi  guru” 
merupakan salah satu rekomendasi yang 
dihasilkan RNPK 2018 dalam upaya mencari 
solusi keruwetan dan seabrek persoalan 
seputar tenaga pendidik tersebut.
Di satu pihak, melimpahnya lulusan 
sarjana pendidikan, namun di pihak lain terjadi 
kekurangan guru di sejumlah daerah, terutama 
di wilayah terluar, terpencil, dan terbelakang 
(3T) merupakan buah simalakama yang belum 
tuntas terselesaikan.
Upaya untuk meningkatkan kualitas 
HELAT akbar Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 
2018 yang digelar Kemendikbud di Jakarta, 5 sampai 7 Februari telah 
usai dengan menelurkan sejumlah rekomendasi berupa setumpuk  
“PR” yang harus dikerjakan.   
Presiden RI Joko Widodo 
memberikan arahan pada 
rembuk nasional 2018. 
(Dok. Itjen)
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Siswa SMK 
menunjukkan 
kebolehannya 
membuat keris 
pada pameran 
RNPK 2018.
(Dok. Itjen)
guru, begitu pula kesejahteraan mereka 
merupakan isu-isu yang mudah diucapkan, 
tetapi sulit diwujudkan karena juga terkait 
dengan kemampuan anggaran dan banyak 
hal lainnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla berpesan, 
kekurangan tenaga guru dan rendahnya 
kesejahteraan mereka harus segera diatasi 
dan berharap agar sektor pendidikan lebih 
fokus pada upaya peningkatan mutu guru 
agar Indonesia tidak semakin tertinggal dari 
negara tetangga.
Sementara Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Muhadjir Effendy 
mengemukakan, rekrutmen  dalam jumlah 
besar akan dilakukan secara bertahap untuk 
mengisi kebutuhan guru di sekolah negeri.
Muhadjir  menyebutkan, RNPK 2018 
menjadi momentum untuk memperkokoh 
kembali peran pemerintah pusat dan 
daerah, termasuk komitmen pemerintah 
daerah (Pemda) untuk mengalokasikan 20 
persen dari PAD APBD  untuk mendukung 
anggaran  pendidikan.
Seperti yang dinilai Ketua PGRI Unifah 
Rosyidi, tata kelola guru saat ini belum 
sistematis dan terarah sehingga dibutuhkan 
komitmen dan keberpihakan lintas sektoral 
untuk mewujudkan pembelajaran bermutu 
sesuai tuntutan zaman.
“Profesionalitas perlindungan dan 
kesejahteraan guru masih jauh. Inilah yang 
menghambat terselenggaranya pendidikan 
bermutu bagi masyarakat, “ kata Unifah.
Salah satu rekomendasi RNPK 
2018 lainnya yakni “Kebijakan Revitalisasi 
Pendidikan Vokasi dan Pembangunan 
Ekonomi Nasional” 
Revitalisasi pendidikan vokasi di 
jenjang sekolah menengah kejuruan selain 
bertujuan untuk penciptaan lapangan kerja 
berstandar dunia usaha dan dunia industri, 
(DUDI) juga kewirausahaan agar lulusan SMK 
mampu mandiri menciptakan peluang kerja.
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Berbekal kurikulum tentang 
kewirausahaan dasar, lulusan SMK ditantang 
untuk mengembangkan pembelajaran 
berorientasikan produksi dan bisnis.
Direktur Biotrop Organisasi Menteri 
Pendidikan ASEAN (SEAMEO) Irdika Mansur 
misalnya berniat memperkuat kompetensi 
siswa pertanian dan perikanan agar mampu 
memanfaatkan riset dan teknologi guna 
memacu produktivitas.
Terkait pendidikan vokasi, dalam RNPK 
2018 antara lain direkomendasikan agar 
pemda  memetakan kebutuhan tenaga 
vokasi bagi DUDI, mewajibkan BUMN dan 
BUMD mendorong DUDI bekerja sama 
dengan SMK, dan menata penganggaran, 
baik dari APBN mau pun APBD dengan 
imbalan insentif pajak. 
Pendidikan Karakter
“Penguatan Pendidikan Karakter: 
Sekolah sebagai Model Lingkungan 
Kebudayaan” merupakan salah satu 
persoalan yang direkomendasikan dalam 
RNPK 2018.
Presiden Joko Widodo dalam 
arahannya di depan peserta RNPK 2018 
juga mengingatkan pentingnya pendidikan 
karakter yang diyakininya berkontribusi 
besar bagi  pembentukan watak anak didik.
Jokowi juga menyatakan kepri ha-
tinannya terkait penganiayaan murid 
terhadap guru seperti yang baru terjadi di 
Sampang, Madura beberapa waktu lalu, 
juga maraknya aksi-aksi tawuran antarsiswa 
dan praktik-praktik bullying di lingkungan 
sekolah.
Mendikbud Muhadjir Effendy senada 
dengan presiden berharap agar kurikulum 
berbasis karakter sebagai pengejawantahan 
program penguatan pendidikan karakter di 
sekolah bisa memperkuat karakter siswa.
Untuk itu, pihaknya akan mendorong 
sekolah mengenalkan nilai-nilai budaya dan 
Mendikbud Muhadjir 
Effendy memberikan 
keterangan Pers usai 
pelaksanaan rembuk 
nasional 2018. (Dok. 
Itjen)
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Bersama 
Menjawab 
Tantangan Empat 
Skala Prioritas 
Pendidikan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
mengatakan bahwa saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidang pendidikan. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidikan vokasi, penguatan pendidikan 
karakter, dan guru.
Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihakan kepada peserta didik 
yang tidak mampu untuk mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perluasan akses 
yang dimaksud juga diwujudkan dengan 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).
Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
pemerintahan saat ini adalah membekali 
generasi bangsa 2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zaman. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  
”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berubah dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.
Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).
Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 
Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 
Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018
Nawala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Februari 2018
Foto: Ridwan Maulana
11 Rembuk Nasional Februari 2018
kearifan lokal guna membentuk karakter 
keindonesiaan pada diri siswa.
Terkait pembangunan karakter, 
rekomendasi RNPK 2018 antara lain meminta 
pemerintah pusat dan daerah mendorong 
kebijakan sekolah menjadi model lingkungan 
budaya yang dalam kesehariannya sarat 
dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka 
memajukan kebudayaan.
Rekomendasi lainya menyebutkan, akan 
membuka seluruh sarana dan prasarana 
milik pemerintah pusat dan daerah agar 
dapat diakses secara luas untuk aktivitas 
pendidikan dan kebudayaan melalui 
revitalisasi dan pemanfaatan sumberdaya 
kebudayaan.
Pembangunan dari Pinggiran
Yang juga menjadi perhatian RNPK 
2018 untuk direkomendasikan adalah 
Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 
dari Pinggiran.
Bak gayung bersambut, sesuai arahan 
Presiden Joko Widodo untuk mengawali 
pembangunan di wilayah pinggiran, 
Kemendikbud dalam Rembuk Nasional 
Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 
menyampaikan empat rekomendasi terkait 
hal itu.
Disebutkan dalam rekomendasi 
tersebut, pemerintah pusat (Pusat)  perlu 
meningkatkan implementasi PP Nomor 
12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemda 
sehingga daerah memiliki kemampuan 
untuk menyelenggarakan pendidikan dan 
kebudayaan yang bermutu secara mandiri 
hingga daerah pinggiran.
Pemerintah pusat dan daerah perlu 
menjamin kemudahan akses layanan 
pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat 
di daerah pinggiran melalui penyediaan 
jaringan teknologi komunikasi dan 
transportasi untuk  memperkuat literasi 
dasar guna memajukan pendidikan dan 
kebudayaan.
Pusat  dan daerah perlu menjamin 
penyediaan dan penyebaran sumber daya 
manusia pendidikan dan kebudayaan yang 
kompeten di daerah pinggiran sesuai dengan 
lingkup urusan wajibnya. 
Selain itu, pemerintah pusat dan daerah 
perlu memperhatikan ketersediaan sarana 
dan prasarana pendidikan dan kebudayaan 
di daerah pinggiran guna menjamin mutu 
pendidikan dan pemajuan kebudayaan.
Pada tahap awal, kata Dirjen Pendidikan 
Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid 
Muhammad di acara terpisah sebelumnya, 
pembangunan pendidikan dengan prioritas 
pemenuhan fasilitas belajar dan guru 
digelar di 122 kabupaten dan kota di daerah 
terdepan, terluar, dan terpencil (3T).
Berbarengan dengan itu, pemanfaatan 
teknologi informatika dan komunikasi juga 
mulai diperkuat sebagai solusi menghadapi 
tantangan dan hambatan dalam upaya 
meningkatkan mutu pendidikan di wilayah 
yang jauh dari akses informasi.
Kemendikbud juga akan memberikan 
tunjangan khusus bagi guru yang bertugas 
di daerah 3T sesuai kategori yang ditetapkan 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi.
Saat ini pemerintah mengalokasikan 
tunjangan guru di daerah sangat terpencil 
Rp75 milyar setahun, sedangkan untuk 
mengatasi kekurangan guru di wilayah 3T, 
akan diprioritaskan pengangkatan guru 
honorer yang memenuhi persyaratan.
Data Kemendes PDTT menyebutkan, 
saat ini terdapat 20.000 desa terpencil dan 
15.000 desa paling terpencil.
Helat RNPK 2018 usai, sekarang saatnya 
untuk bekerja, berkarya dan  melaksanakan 
amanah rakyat, setumpuk “PR” yang 
dituangkan pada butir-butir rekomendasi 
RNPK 2018. 
Selamat bekerja, rakyat dengan harap-
harap cemas menanti hasilnya!   
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REKOMENDASI 
KEBIJAKAN RNPK 2018
KETERSEDIAAN, 
PENINGKATAN 
PROFESIONALISME, DAN 
PERLINDUNGAN SERTA 
PENGHARGAAN GURU
PEMBIAYAAN 
PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN OLEH 
PEMERINTAH DAERAH
1.  Pemerintah pusat dan 
daerah perlu bekerja 
sama mempercepat 
terbitnya regulasi yang 
lebih teknis tentang 
aparatur sipil negara 
(ASN) untuk memenuhi 
kebutuhan guru melalui 
pengangkatan guru baru 
atau redistribusi guru.
2.  Pemerintah pusat dan daerah perlu 
berkoordinasi dan harmonisasi dalam 
membuat regulasi tentang pembagian 
kewenangan dan pembiayaan dalam 
rangka peningkatan kualitas dan 
profesionalisme guru berdasarkan 
pemetaan dan analisis kebutuhan 
pelatihan guru, baik guru PNS mau pun 
bukan PNS.
3.  Pemerintah Daerah perlu membuat 
aturan hukum terkait perlindungan dan 
penghargaan guru, dan perlu adanya 
penganggaran oleh pemerintah pusat 
dan daerah dalam pelaksanaannya 
sehingga dapat pula mengoptimalkan 
peran satuan pendidikan untuk 
menjamin keamanan serta kenyamanan 
guru dalam melaksanakan tugasnya.
1.  Mengawal proses perencanaan dan akun tabi­
litas penyaluran dana transfer daerah antara 
lain melalui perbaikan kualitas data pokok 
pendidikan­kebudayaan (Dapodik) oleh sa tuan 
pendidikan dan pemerintah daerah sesuai 
kewenangannya.
2.  Memperjelas ketentuan tentang bantuan 
pem biayaan pendidikan dan kebudayaan 
di luar kewenangan masing­masing tingkat 
pemerintahan.
3.  Mensinkronkan kebijakan antara Kemen dikbud 
dan Kemendagri terkait penggunaan anggaran 
pendidikan di daerah antara meng gu nakan 
meka nisme hibah, bansos, dan belanja 
langsung.
4.  Peningkatan kualitas aparat pemerintah daerah 
dalam menyusun perencanaan pendidikan dan 
kebudayaan dengan transparan dan akuntabel.
5.  Perlu diterbitkan dan disosialisasikan regulasi 
yang terkait dengan:
a.  Permendikbud terkait indikator SPM 
sebagai turunan PP Nomor 2 Tahun 2018 
serta Permendikbud terkait Pembiayaan 
Pendidikan;
b.  Permendikbud 
atau 
Permendagri 
terkait peng­
gunaan 
tunjangan 
profesi guru (TPG) 
untuk peningkatan 
kualitas guru;
c.  Regulasi terkait bantuan 
dana pendidikan untuk sekolah 
swasta;
d.  Permendagri terkait Bantuan Keuangan 
Khusus;
e.  Permendagri terkait anggaran untuk 
sektor pendidikan yang dialokasikan 
melalui satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) lain;
f.  Payung hukum yang memastikan 
kewajiban APBD mengalokasikan 
minimal 20% dari pendapatan asli daerah 
(PAD) untuk dialokasikan pada fungsi 
pendidikan; dan
g.  Regulasi terkait Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Fisik untuk kebudayaan.
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Bersama 
Menjawab 
Tantangan Empat 
Skala Prioritas 
Pendidikan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
mengatakan bahwa saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidang pendidikan. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidikan vokasi, penguatan pendidikan 
karakter, dan guru.
Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihakan kepada peserta didik 
yang tidak mampu untuk mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perluasan akses 
yang dimaksud juga diwujudkan dengan 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).
Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
pemerintahan saat ini adalah membekali 
generasi bangsa 2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zaman. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  
”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berubah dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.
Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).
Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 
Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 
Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018
Nawala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Februari 2018
Foto: Ridwan Maulana
11 Rembuk Nasional Februari 2018
1.  Mendorong Provinsi melakukan pemetaan 
kebutuhan DUDI, potensi wilayah, analisis 
kompetensi guru, dan cohort kebutuhan guru 
untuk membuat peta jalan pengembangan 
pendidikan vokasi.
2.  Mendorong Kemenristekdikti untuk 
memperluas mandat politeknik dalam 
menghasilkan guru SMK melalui kerja sama 
dengan LPTK dan P4TK.
3.  Merekomendasikan pemerintah untuk 
menyusun regulasi tentang pemanfaatan 
Senior Expert Sevice (SES) dan training dari 
industri/lembaga nasional dan internasional 
untuk peningkatan kompetensi guru, 
kebekerjaan lulusan SMK, dan pengoptimalan 
pendanaan sekolah vokasi melalui pelibatan 
dan kerja sama dengan Atdikbud, SEAMEO, 
dan alumni.
4.  Merekomendasikan adanya regulasi yang:
a.  Mewajibkan BUMN/BUMD dan 
mendorong DUDI bekerja sama dengan 
SMK dengan 
imbalan tax 
incentive/ insentif 
pajak, misalnya 
magang industri, 
menyerap dan 
memasarkan 
produk teaching 
factory (TEFA) SMK;
b.  Mengatur revitalisasi 
SMK, penyediaan lahan, 
dan mekanisme pendanaan untuk 
menghindari tumpang tindih anggaran 
yang bersumber dari APBN dan APBD.
5.  Memperluas praktik­praktik baik dalam 
pelaksaan kerja sama antara DUDI dengan 
SMK, dan mengembangkan kurikulum 
fleksibel dan pembelajaran vokasi online 
sehingga dapat memperluas spektrum 
kejuruan.
KEBIJAKAN 
REVITALISASI 
PENDIDIKAN VOKASI 
DAN PEMBANGUNAN 
EKONOMI NASIONAL
Siswi SMK memperagakan kebolehannya membuat tenun tradisional pada pameran RNPK 2018. (Dok. Itjen)
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MEMBANGUN 
PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN DARI 
PINGGIRAN
PENGUATAN 
PENDIDIKAN KARAKTER: 
SEKOLAH SEBAGAI 
MODEL LINGKUNGAN 
KEBUDAYAAN
1. Pemerintah Pusat perlu meningkatkan fungsi 
pembinaan dan pengawasan sesuai PP 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah sehingga daerah 
dapat memiliki kemampuan untuk 
menyelenggarakan pendidikan dan 
kebudayaan yang berkualitas secara mandiri 
hingga menjangkau daerah pinggiran.
2.  Pemerintah pusat dan daerah perlu menjamin 
kemudahan jangkauan dalam layanan pendidikan 
dan kebudayaan bagi masyarakat di daerah 
pinggiran melalui penyediaan jaringan teknologi 
komunikasi dan transportasi guna memperkuat 
literasi dasar untuk memajukan pendidikan dan 
kebudayaan.
3.  Pemerintah pusat dan daerah perlu menjamin 
penyediaan dan penyebaran sumber daya manusia 
pendidikan dan kebudayaan yang kompeten di 
daerah pinggiran sesuai dengan lingkup urusan 
wajibnya.
4.  Pemerintah pusat dan daerah perlu 
memperhatikan kememadaian dan ketersediaan 
sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan 
di daerah pinggiran guna menjamin mutu 
pendidikan dan pemajuan kebudayaan.
1.  Pemerintah pusat dan daerah 
mendorong kebijakan sekolah menjadi 
model lingkungan budaya yang dalam 
kesehariannya sarat dengan nilai­nilai 
kearifan lokal dalam rangka Pemajuan 
Kebudayaan.
2.  Membuka seluruh sarana dan prasarana 
milik pemerintah pusat dan daerah agar 
dapat diakses secara luas untuk aktivitas 
pendidikan dan kebudayaan melalui 
revitalisasi dan pemanfaatan sumber daya 
kebudayaan.
3.  Merancang strategi baru pelestarian warisan 
budaya benda dan tak benda melalui 
pendataan dan revitalisasi fungsi cagar 
budaya, museum, taman budaya, rumah 
budaya, dengan berbagai aktivitasnya 
sebagai sumber­sumber belajar penguatan 
pendidikan karakter.
4.  Membangun sinergi 
tripusat pendidikan 
melalui mekanisme 
koordinasi dan kolaborasi 
pelibatan seluruh pemangku 
kepentingan kebudayaan.
5.  Menyusun kebijakan tentang skema 
pembiayaan pemajuan kebudayaan 
dengan mengalokasikan minimal 2,5% 
anggaran khusus dari APBN/APBD, 
atau Bantuan Operasional Kebudayaan 
(BOK) kepada sanggar­sanggar dan 
komunitas seni budaya.
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Bersama 
Menjawab 
T nt ngan Emp t
Skala Prioritas 
Pe didikan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
mengatakan bahwa saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidang pendidikan. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidikan vokasi, penguatan pendidikan 
karakter, dan guru.
Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihaka  kep da peserta didik 
yang tidak mampu untuk mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perluasan akses 
yang dimaksud juga diwujudkan dengan 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).
Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
pemerintahan saat ini adalah membekali 
generasi bangsa 2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zaman. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  
”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berubah dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.
Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).
Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 
Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 
Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018
Nawala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Februari 2018
Foto: Ridwan Maulana
11 Rembuk Nasional Februari 2018
Guru 
Persoalan Tak Pernah Berujung
Suasana belajar mengajar di salah sebuah 
sekolah di perbatasan (foto Istimewa)
Pada 2016 saja tercatat 254.669 lulusan sarjana pendidikan yang tidak bisa langsung menjadi guru karena ada 
ketentuan yang mengharuskan mereka untuk 
mengikuti program Pendidikan Profesi Guru 
(PPG).
Pemberian gelar sarjana ganda selain 
sarjana pendidikan sehingga membuka 
kesempatan bagi lulusan S-1 untuk bekerja di 
industri selain menjadi guru,  dilontarkan oleh 
Ketua Asosiasi Rektor Lembaga Pendidikan 
Tenaga Kependidikan (LPTK) Syawal Gultom.    
Padahal, di tahun yang sama, jumlah 
sarjana yang mengikuti pendidikan profesi guru 
baru sekitar 2.300 orang, sementara pada 2017 
dibutuhkan  27.000 guru, dan  pada 2024 bisa 
lebih dari 126.400 guru lagi.
Di daerah, kekurangan guru merupakan 
persoalan klasik karena jumlah yang pensiun 
lebih banyak ketimbang  yang diangkat, 
sementara rekrutmen  dilakukan tambal 
sulam, tergantung anggaran dan formasi yang 
tersedia,
Dua peraturan berbeda, di satu 
“MAJU kena, mundur kena”, begitulah kira-kira persoalan  yang dihadapi 
untuk mencari solusi keruwetan persoalan guru, mulai dari melimpahnya 
lulusan sarjana pendidikan, tuntutan terhadap mutu, kekurangan, dan 
distribusi guru di daerah. 
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pihak PP No. 48/2005 memuat larangan 
pengangkatan guru honorer oleh pemda, 
namun di pihak lain, UU No.14/2005 tentang 
Guru dan Dosen mewajibkan pemda 
memenuhi kekurangan guru, juga membuat  
pemda gamang.
Saat ini ada sekitar tiga juta guru 
(SD, SMP, SMA/SMK), yang memasuki usia 
pensiun 316.535 orang (2016 – 2020) atau 
rata-rata 62.000 orang per tahun, padahal 
rekrutmen guru melalui Pendidikan Profesi 
Guru (PPG) hanya antara tiga hingga lima 
ribu orang
Pada 2018 ini terdapat sekitar 100.000 
formasi pengangkatan guru, atau masih 
diperlukan 900.000 guru lagi yang dipenuhi 
melalui pengangkatan sekitar 675.000 guru 
honorer yang diupah antara Rp200 ribu 
hingga Rp300 ribu sebulan.
Seperti  disampaikan Direktur Pusat 
Studi Pendidikan dan Kebijakan, Fiona 
Handayani,  tantangan dunia pendidikan 
selain jumlah guru yang kurang, juga 
anggaran APBN dan APBD yang cekak guna 
mengatrol mutu guru.
Mutu dan profesionalitas guru 
selayaknya memang menjadi fokus 
pemikiran di tengah berlarut-larutnya 
masalah pendidikan, sedangkan pemerintah 
pusat dan daerah perlu bahu-membahu 
dalam pembagian kewenangan dan 
pembiayaan bagi program pelatihan. 
Untuk mengisi kekosongan guru di 
wilayah-wilayah tertentu, Ketua Umum 
PB PGRI Unifah Rosyadi berharap agar 
pemerintah memprioritaskan pengangkatan 
guru PNS berasal dari guru honorer yang 
memenuhi persyaratan.
Di tempat terpisah, Ketua PGRI itu 
menilai profesionalitas, kesejahteraan, dan 
perlindungan terhadap guru masih sangat 
jauh dari memadai sehingga  menghambat 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu 
bagi masyarakat.
Tata kelola guru, kata Unifah, menuntut 
komitmen dan keberpihakan lintas sektoral 
demi terwujudnya pembelajaran bermutu dan 
sesuai tuntutan zaman. “Ini mencakup analisis 
kebutuhan guru, perekrutan dan distribusi, 
pengembangan, serta  pengembangan 
profesi, “ tuturnya.
Sedangkan Direktur Pembelajaran 
Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
Kemenristekdikti, Paristiyanti Nurwardani 
senada dengan Unifah menilai, persyaratan 
mutu bagi calon guru tidak bisa ditawar-tawar 
lagi.
“Guru pendidik di depan kelas harus 
memiliki sertifikat pendidik dari PPG, “ ujarnya.
Salah satu kelemahan kompetensi 
guru saat ini adalah minimnya  pemahaman 
pedagogi. Padahal, selayaknya guru tidak 
sekedar bertugas mentransfer ilmu kepada 
peserta didik, tetapi juga berperan memberi 
bimbingan sehingga harus memahami 
psikologi mereka.
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyadi
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Bersama 
Menjawab 
Tantangan Empat 
Skala Prioritas 
Pendidikan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
mengatakan bahwa saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidang pendidikan. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidikan vokasi, penguatan pendidikan 
karakter, dan guru.
Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihakan kepada peserta didik 
yang tidak mampu untuk mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perluasan akses 
yang dimaksud juga diwujudkan dengan 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).
Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
pemerintahan saat ini adalah membekali 
generasi bangsa 2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zaman. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  
”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berubah dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.
Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).
Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 
Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 
Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018
Nawala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Februari 2018
Foto: Ridwan Maulana
11 Rembuk Nasional Februari 2018
Program 10.000 PPG pada 2018
Pemerintah sejak 2017 menyubsidi 
program PPG  untuk 4.000 orang, 
ditingkatkan menjadi 10.000 orang pada 2018 
ditambah 500 orang untuk penempatan di 
wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Peserta PPG bersubsidi dibebaskan 
dari uang kuliah, peserta PPG untuk 3T  juga 
dibebaskan dari biaya hidup, sedangkan 
ke depannya pemerintah akan menunjuk 
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 
(LPTK) untuk membuka program PPG mandiri. 
Biaya kuliah dibayar peserta, besarnya 
ditentukan LPTK. 
Secara nasional, saat ini tercatat 
sekitar tiga juta guru dalam jabatan, tidak 
termasuk guru agama, sedangkan yang sudah 
tersertifikasi baru sekitar 1,39 juta guru.
Penempatan guru di daerah 3T atau 
disebut juga Guru Garis Depan (GGD) 
ternyata juga sarat masalah, padahal 
pemerintah pusat sudah melipatgandakan 
jumlahnya dari hanya 797 guru di empat 
provinsi menjadi 7.000 guru, tersebar di 31 
provinsi.
Masalahnya, khususnya di Papua, sekitar 
separuh dari jumlah guru bertugas di wilayah 
pedalaman yang seluruhnya berstatus PNS 
sering tidak berada di tempat tugas dengan 
berbagai alasan.
Selain persoalan mental, mungkin  
mereka “desersi” karena berpikir, yang 
penting  sudah digaji. Selain memang 
tidak adil, jika guru yang berjibaku dengan 
setumpuk persoalan dan keterbatasan di 
wilayah 3T, penghasilan bersihnya lebih kecil 
dibanding guru yang bertugas di kota-kota 
besar.
Ke depan, perlu dipikirkan, misalnya 
fasilitas rumah dinas, tunjangan khusus yang 
berbeda tiap wilayah tergantung kondisinya, 
mungkin juga rotasi penempatan, agar 
setiap guru sama-sama merasakan getir dan 
manisnya penugasan. 
Guru adalah profesi mulia yang dalam 
bahasa Jawa konon berasal dari kependekan 
PNS
1,213,320 
(81.8%)
< 2005
269,945 
(18.2%)
> 2005 sd 2015
47,057
(3.9%)1,483,265
(49.2%)
TOTAL
292,102 
(40,6%)
< 2005
> 2005
719,354
(23.8%) 427,252 
(59,4%)
3,017,296
GTT
Tidak Memenuhi Syarat
1,166,263 
(96.1%)
Sudah
Sertifikasi
Belum
Sertifikasi
GTY 213,780 
(26.2%)
< 2005
600,897 
(73.8%)
> 2005 sd 2015
814,677
(27.0%)
Sudah
Sertifikasi
67,813 orang
Melalui PLPG
439 orang
melalui PPG bersubsidi
Pensiun 16,434
Pensiun 36,059
Sedang Proses Pelaksanaan
Sertifikasi Guru Tahun 2017
14
Pola Pendidikan Profesi Guru 
(PPG)
2018 : 20,000
2019  : 178,484
2020  : 178,484
2021 :  178,485
837,535
Belum Sertifikasi
SERTIFIKASI GURU – Penuntasan Sertifikasi Guru
Belum Sertifikasi
596,899
(99.3%)
3,998
(0.7%) Sudah
Sertifikasi
Belum Sertifikasi
8,114 
(3.0%) Sudah
Sertifikasi
Belum Sertifikasi261,831(97.0%)
Data Cut off : Juni 2017
Guru yang belum bersertifikat 
mengalami kenaikan, dikarenakan : 
guru pensiun dan pengangkatan guru 
baru.
S1 : 
555,453
Belum S1 :  
282,082
sumber: Paparan Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi "Ketersediaan, Peningkatan 
Profesionalisme, Perlindungan dan Penghargaan Guru" 
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Suasana 
paparan 
dalam 
RNPK 2018 
(Dok. Itjen)
sosok yang harus “diGUgu dan ditiRU (dipatuhi 
dan diteladani) yang bertugas menelurkan 
kader-kader pemimpin bangsa.
Rekomendasi RNPK 2018
Sejumlah rekomendasi terkait persoalan 
guru disampaikan dalam Rembuk Nasional 
Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 yang 
digelar di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, 
Depok, 5 sampai 7 Februari lalu. 
Salah satu rekomendasi menyebutkan, 
pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja 
sama mempercepat terbitnya regulasi teknis 
tentang aparatur sipil negara (ASN) demi 
memenuhi kebutuhan guru melalui rekrutmen  
baru atau redistribusi guru.
Butir rekomendasi lainnya menyebutkan, 
perlu koordinasi dan harmonisasi penerbitan 
regulasi tentang pembagian kewenangan dan 
pembiayaan demi meningkatkan mutu dan 
profesionalisme guru berdasarkan pemetaan 
dan analisis kebutuhan pelatihan guru, baik 
guru PNS mau pun non-PNS.
Pemda, direkomendasikan untuk  
membuat aturan hukum terkait perlindungan 
dan penghargaan bagi guru, dan juga 
penganggaran oleh pemerintah pusat dan 
daerah sehingga mampu mengoptimalkan 
peran satuan pendidikan demi menjamin 
keamanan serta kenyamanan guru 
melaksanakan tugasnya.
Mendikbud Muhadjir Effendy 
mengemukakan, reformasi pendidikan dan 
tenaga pendidikan akan terus dilakukan, 
sedangkan beban kerja guru akan diatur ulang 
agar kembali ke khitahnya sebagai pendidik, 
bukan pengajar. 
Mutu keilmuwan dan karakter guru yang 
baik suatu keniscayaan di era globalisasi di 
tengah ketatnya persaingan  saat ini,  dan 
last but not least, kesejahteraan dan fasilitas 
terutama guru yang ditugaskan di wilayah 3T 
tentu harus sepadan.  
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Bersama 
Menjawab 
Tantangan Empat 
Skala Prioritas 
Pendidikan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
mengatakan bahwa saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidang pendidikan. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidikan vokasi, penguatan pendidikan 
karakter, dan guru.
Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihakan kepada peserta didik 
yang tidak mampu untuk mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perluasan akses 
yang dimaksud juga diwujudkan dengan 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).
Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
pemerintahan saat ini adalah membekali 
generasi bangsa 2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zaman. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  
”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berubah dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.
Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).
Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 
Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 
Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018
Nawala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Februari 2018
Foto: Ridwan Maulana
11 Rembuk Nasional Februari 2018
Menagih Komitmen Daerah 
Membiayai Pendidikan 
Di tempat terpisah sebelumnya Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso T. Widodo mencontohkan, 
alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari 
total APBN yang digunakan daerah untuk 
pembayaran gaji dan tunjangan guru jauh 
lebih besar dibanding dana pembangunan, 
renovasi atau rehabilitasi sekolah yang rusak.
Khusus anggaran pendidikan, menurut 
Boediarso, pada tahun 2017 Rp 419 triliun, 
namun yang Rp 261 triliun untuk transfer 
ke daerah dan Rp 155 triliunnya digunakan 
untuk Kementerian dan Lembaga seperti 
Kemenristekdikti dan Kemenag,” kata 
Boediarso (22/9/17).
Ironisnya, menurut dia, dari Rp 261 
triliun, sebanyak Rp 247 triliun untuk gaji 
dan tunjangan, sementara porsi belanja 
modal untuk pembangunan, renovasi, dan 
rehabilitasi gedung sekolah hanya Rp 7,7 
triliun.
“Itu sebabnya di daerah banyak gedung 
sekolah  rusak, “ ujarnya.
Lebih parah lagi, anggaran pendidikan 
yang dialokasikan dari pusat, tidak 
dialokasikan dengan porsi yang sama oleh 
PEMBIAYAAN pendidikan dan kebudayaan oleh pemerintah daerah 
yang sejauh ini  belum dilakukan secara optimal merupakan salah satu 
persoalan yang solusinya direkomendasikan dalam RNPK 2018.
Siswa Sekolah Dasar di Pedalaman Papua (Foto Istimewa)
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seluruh  daerah, padahal, anggaran dari pusat 
sudah banyak digunakan untuk belanja pegawai.
Di APBD, lanjut Boediarso, anggaran 
pendidikan Rp 231 triliun dari total belanja, jadi 
minimal harusnya sama atau lebih besar dari 
pusat. 
Jumlah ruang kelas SD yang rusak ada 
178.194 unit sehingga diperlukan sekitar Rp 
20 triliun untuk merehabilitasinya, sementara 
anggaran yang dialokasikan hanya Rp 2,1 triliun. 
“Jika cuma dianggarkan Rp2 triliun setahun, 
artinya butuh 10 tahun hanya untuk  merehab 
gedung sekolah,” tutur Boediarso.
Peringkat Bawah
Mutu pendidikan Indonesia dibandingkan  
69 negara lainnya menduduki posisi ba wah 
yakni di peringkat 62 (tahun 2015) untuk science, 
61 untuk membaca, dan 63 matematika. 
Dari total 3,9 juta guru, 45 persen 
PNS, 55 persen non-PNS dan 25 persen di 
antaranya belum memenuhi syarat akademik 
dan 52 persen guru belum memiliki sertifikat 
profesi, padahal, tunjangan khusus guru 
sudah meningkat hampir tiga kali lipat dari 
sebelumnya.
Persoalan lainnya mengenai  mekanisme  
alokasi. Jika pusat ingin  mengalokasikan   dana 
langsung ke sekolah-sekolah, pasti sasarannya 
akan meleset akibat lemahnya  identifikasi 
kebutuhan dan permasalahan di tingkat mikro 
(sekolah) .
Sebaliknya , jika disalurkan melalui peme­
rintah daerah, kemudian dialokasikan lagi   ke 
sekolah-sekolah, akan sama halnya dengan pola 
yang dilakukan sebelumnya, rawan kemung-
kinan penyimpangan, mengingat keterbatasan 
pengawasan dari masyarakat. 
Ada ide untuk menggunakan Dewan 
Pendidikan yang merupakan institusi multi 
stakeholder di tingkat kabupaten/kota untuk 
menyalurkan dana itu. Padahal, institusi yang 
relatif baru tersebut belum teruji akuntabilitas 
dan efektifitasnya.
Rekomendasi RNPK 2018
Sejumlah rekomendasi dihasilkan pada 
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 
(RNPK) yang digelar Kemendikbud di Jakarta, 5 
sampai 7 Ferbruari terkait pembiayaan pendi-
dikan dan kebudayaan di daerah.
Direkomendasikan upaya untuk me ngawal 
proses perencanaan dan akuntabilitas penyal-
uran dana transfer daerah antara lain melalui 
perbaikan kualitas Dapodik oleh satuan pendi-
dikan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan-
nya.
Butir rekomendasi lainnya menyebutkan, 
perlu sinkronisasi antara Kemendikbud dan 
Kemendagri terkait  bantuan pembiayaan 
pendidikan dan kebudayaan di luar kewenangan 
masing-masing serta penggunaan anggaran 
pendidikan di daerah melalui hibah, bansos, dan 
belanja langsung.
Butir rekomendasi lainnya memuat upaya 
peningkatan kualitas aparat Pemda dalam 
menyusun perencanaan pendidikan dan 
kebudayaan dengan transparan dan akuntabel.
Rekomendasinya, perlu regulasi  
Permendikbud terkait indikator standar 
pelayanan minimal (SPM) sebagai turunan PP 
Nomor 2 Tahun 2018 dan terkait Pembiayaan 
Pendidikan dan peraturan bersama 
Kemendikbud  dan Kemendagri terkait 
penggunaan TPG untuk mendongkrak mutu 
guru dan  regulasi terkait bantuan bagi sekolah 
swasta.
Direkomendasikan pula penerbitan  
Permendagri terkait Bantuan Keuangan Khusus 
dan terkait anggaran untuk sektor pendidikan 
yang dialokasikan melalui SKPD lain, payung 
hukum yang memastikan kewajiban APBD 
mengalokasikan minimal 20 persen dari 
pendapatan asli daerah (PAD) untuk fungsi 
pendidikan  serta regulasi terkait DAK Fisik 
untuk kebudayaan.
Komitmen daerah untuk mengoptimalisa-
sikan alokasi anggaran pendidikan dan kebu-
dayaan harus ditagih terus. 
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Bersama 
Menjawab 
Tantangan Empat 
Skala Prioritas 
Pendidikan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
mengatakan bahwa saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidang pendidikan. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidikan vokasi, penguatan pendidikan 
karakter, dan guru.
Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihakan kepada peserta didik 
yang tidak mampu untuk mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perlu san akses 
yang dimaksud juga diwujudkan dengan 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).
Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
emerintahan s at ini adalah membekali 
generasi bangsa 2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zaman. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  
”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berubah dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.
Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).
Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 
Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 
Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018
Nawala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Februari 2018
Foto: Ridwan Maulana
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PENGUATAN mutu lulusan pendidikan kejuruan atau 
vokasi dalam upaya menciptakan daya saing di dunia bisnis 
dan  industri direkomendasikan pada Rembuk Nasional 
Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018.
Vokasi: 
Mengejar Mutu, 
Mendongkrak Daya Saing
Pendidikan vokasi dijadikan salah satu fokus kerja sama Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) dalam 
pengembangan pendidikan di negara-negara 
anggota ASEAN.
Direktur Pembinaan SMK, Bakhrun 
beberapa waktu lalu mengemukakan,   pada 
2017 pihaknya telah merevitalisasi 219 SMK, 
dan selama 2018 ditambah 350 SMK lagi di 
bidang seni dan industri kreatif, agribisnis, 
agroteknologi, maritim, serta pariwisata. 
Pada 2017 tercatat jumlah siswa SMK 
4.785.106 (2.719.571 SMK swasta dan 
2,065.535 negeri), namun disayangkan mutunya 
masih belum standar, tercermin dari 7.000 
atau lebih dari separuh dari seluruhnya 13.710 
hanya memiliki 200 siswa.
Revitalisasi SMK dilakukan dengan 
memperkuat 570 SMK menjadi lembaga 
sertifikasi profesi pihak pertama (LSP P1) dan 
ditargetkan menjadi 1.300 SMK atau sepuluh 
persen dari jumlah seluruh SMK atau satu SMK 
akan menjadi induk bagi minimal 10 SMK di 
sekitarnya.
Kurikulum SMK juga sudah memuat bekal 
kewirausahaan dasar sehingga lulusannya di-
tantang untuk mengembangkan pembelajaran 
berwawasan produksi dan bisnis.
Muatan praktik sudah diubah menjadi 60 
persen, teori hanya 40 persen, walau Bakhrun 
mengakui, keterkaitan dengan industri masih 
terkendala karena belum seluruh SMK memi-
Siswa SMK menunjukkan kemahirannya 
membuat karya gerabah pada pameran 
RNPK 2018 (Foto: Itjen)
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Vokasi: 
Mengejar Mutu, 
Mendongkrak Daya Saing
liki standar kompetensi kerja mengacu pada 
kerangka kualifikasi nasional.
Namun ironisnya, menurut Kasubdirek-
torat Penyelarasan Kejuruan dan Kerja sama 
Industri Direktorat Pembinaan SMK Saryadi 
Guyatno, data dari BPS (Nov.2017), sekitar 798 
ribu atau 11,4 persen penganggur adalah lulu-
san SMK.
Namun demikian, Saryadi mengakui, jum-
lah pengangguran juga terkait  pertumbuhan 
ekonomi yang pada 2017 cuma 5,07 persen, 
lagi pula, lulusan SMK harus bersaing dengan 
SMA, dan sebagian lulusan SMK msih di bawah 
usia  18 tahun sehingga ada perusahaan yang 
menolak merekrut mereka.
Rekomendasi RNPK 2018 
Rekomendasi RNPK 2018 antara lain 
mendorong Provinsi melakukan pemetaan 
kebutuhan dunia usaha dan dunia industri 
(DUDI), potensi wilayah, analisis kompetensi 
guru, dan kebutuhan guru untuk membuat 
peta jalan bagi pendidikan vokasi.
Kemenristekdikti diminta untuk mem-
perluas mandat politeknik dalam menghasilkan 
guru SMK melalui kerja sama dengan LPTK dan 
P4TK.
Sedangkan pemerintah  ditugaskan 
me nyusun regulasi tentang pemanfaatan 
Senior Expert Service (SES) dan training dari 
industri, lembaga dalam dan luar negeri untuk 
meningkatkan kompetensi guru, pemekerjaan 
lulusan SMK dan optimalisasi  pendanaan 
sekolah vokasi melalui pelibatan Atdikbud, 
SEAMEO dan alumni.
Direkomendasikan pula penerbitan  
regulasi yang mewajibkan BUMN dan BUMD  
mendorong Dunia Usaha dan Dunia Industri 
(DUDI)  bekerja sama dengan SMK  misalnya 
magang industri, menyerap dan memasarkan 
produk teaching factory (TEFA) SMK dengan 
imbalan insentif pajak.
Salah satu butir rekomendasi 
menyebutkan, revitalisasi SMK, penyediaan 
lahan, dan mekanisme pendanaan demi 
menghindari tumpang tindih anggaran 
bersumber dari APBN dan APBD.
Praktik-praktik dalam pelaksanaan kerja 
sama antara DUDI dengan SMK, pengem-
bangan kurikulum fleksibel serta pembelajaran 
vokasi online untuk memperluas spektrum 
kejuruan juga direkomendasikan.
Sejumlah langkah ditempuh guna 
memperluas sasaran pendidikan vokasi, 
misalnya melalui SEA Creatif Camp:  Future 
Careers for Youth bagi siswa, guru dan 
pengusaha muda  dari ASEAN termasuk 
Indonesia antara lain untuk menguasai 
kewirausahawan, multimedia, animasi, 
pertanian kota, dan bisnis online. 
Mendongkrak mutu sesuai permintaan 
DUDI di satu pihak dan menjamin agar seluruh 
lulusan SMK bisa diserap lapangan kerja 
merupakan “PR” yang menuntut kerja keras 
bagi seluruh pemangku kepentingan. 
Hasil karya 
Pendidikan 
Vokasi pada 
Pameran 
RNPK 2018 
(Foto: Itjen)
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Bersama 
Menjawab 
Tantangan Empat 
Skala Prioritas 
Pendidikan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
mengatakan bahwa saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidang pendidikan. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidikan vokasi, penguatan pendidikan 
karakter, dan guru.
Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihakan kepada peserta didik 
yang tidak mampu untuk mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perluasan akses 
yang dimaksud juga diwujudkan dengan 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).
Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
pemerintahan saat ini adalah membekali 
generasi bangsa 2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zaman. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  
”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berub h dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.
Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).
Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 
Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 
Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018
Nawala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Februari 2018
Foto: Ridwan Maulana
11 Rembuk Nasional Februari 2018
Penguatan Pendidikan Karakter
Mutlak di Zaman Now
PENGUATAN pendidikan karakter dengan menjadikan 
sekolah sebagai lingkungan kebudayaan disebutkan dalam 
lima butir rekomendasi pada  Rembuk Nasional Pendidikan 
dan Kebudayaan (RNPK) 2018 yang digelar di Pusdiklat 
Kemendikbud, Jakarta, 5-7 Februari 2018.
Salah satu butir rekomendasi menyebutkan, pemerintah pusat (pusat) dan pemerintah daerah (pemda) 
mendorong kebijakan sekolah menjadi 
model lingkungan budaya yang memuat nilai-
nilai kearifan lokal dalam upaya  Pemajuan 
Kebudayaan.
Butir lainnya, pusat dan pemda diminta 
membuka seluruh sarana dan prasarana 
miliknya agar dapat diakses secara luas bagi 
aktivitas pendidikan dan kebudayaan melalui 
revitalisasi dan pemanfaatan sumber daya 
kebudayaan.
 Rancangan strategi baru terkait 
pelestarian warisan budaya benda dan tak 
benda melalui pendataan dan revitalisasi 
fungsi cagar budaya, museum, taman budaya, 
rumah budaya, dengan berbagai aktivitasnya 
sebagai sumber-sumber penguatan 
pendidikan karakter dimuat di salah satu 
rekomendasi.
Rekomendasi lainnya terkait 
pembentukan sinergi tripusat pendidikan 
melalui mekanisme koordinasi dan 
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kolaborasi serta pelibatan seluruh pemangku 
kepentingan kebudayaan.
Yang tak kalah pentingnya adalah 
rekomendasi terkait alokasi minimal 2,5 persen 
anggaran khusus dari APBN dan APBD, atau 
pemberian  Bantuan Operasional Kebudayaan 
(BOK) pada sanggar-sanggar dan komunitas 
seni budaya.
Presiden Joko Widodo dalam 
pengarahannya di depan sekitar 1.100 peserta 
RNPK 2018  terdiri dari segenap jajaran 
Kemendikbud di seluruh Indonesia dan daerah 
serta luar negeri mengingatkan pentingnya 
pendidikan karakter yang diyakininya 
berkontribusi besar bagi  pembentukan watak 
bangsa.
Jokowi juga menyatakan keprihatinannya 
terkait penganiayaan murid terhadap guru 
seperti yang baru terjadi di Sampang, Madura 
beberapa waktu lalu, juga aksi-aksi tawuran 
antarsiswa dan praktik-praktik bullying yang 
marak terjadi.
Dalam peristiwa di Sampang, guru 
honorer, Ahmad Budi Cahyono (27) tewas 
beberapa jam akibat penganiayaan oleh 
muridnya (MH) yang dilakukan di depan kelas, 
hanya karena mengoleskan zat pewarna di pipi 
muridnya yang membandel  setelah ditegur 
berkali-kali. 
Sementara Mendikbud Muhadjir 
Effendy berharap agar kurikulum berbasis 
karakter sebagai pengejawantahan program 
penguatan pendidikan karakter di sekolah bisa 
memperkuat karakter siswa. 
Menurut dia, melalui pendidikan karakter, 
nilai-nilai luhur yang sudah ada di dalam diri 
siswa dan guru diperkuat kembali dengan 
menghidupkan tripusat pendidikan yakni 
sekolah, keluarga, dan masyarakat. 
Untuk itu, pihaknya akan mendorong 
sekolah mengenalkan nilai-nilai budaya dan 
kearifan lokal guna membentuk karakter 
keindonesiaan pada diri siswa.
Selain keandalan ilmu yang diasah 
terus di bangku sekolah, karakter yang kuat 
dituntut bagi anak didik yang merupakan 
kader penerus di tengah semakin ketatnya 
persaingan di  era globalisasi saat ini dan 
munculnya berbagai persoalan bangsa.
Kecerdasan Moral
Di tempat terpisah, Dosen Psikologi 
Pendidikan Universitas Indonesia, Rose 
Mini berpendapat, kecerdasan moral perlu 
ditanamkan pada anak usia dini sehingga 
dalam fase tumbuh kembang hingga beranjak 
dewasa mampu membedakan yang benar dan 
yang salah.
Menurut dia, penanaman nilai-nilai yang 
tidak utuh akan berdampak pada karakter 
anak, misalnya menjadi tidak terkendalikan 
dalam kesehariannya.
Kekerasan melibatkan siswa di 
sekolah, apalagi sampai merenggut nyawa 
guru, mengindikasikan tidak utuhnya pola 
pengasuhan sehingga diperlukan sinergi 
antara sekolah, guru, dan orang tua atau wali 
murid.
Sedangkan Guru Besar Emeritus 
Universitas Pendidikan Indonesia Bandung 
Said Hamid Hasan menilai, kekerasan terhadap 
guru seperti yang dialami Budi Cahyono di 
Sampang, walaupun bersifat kasuistik, bisa 
dijadikan introspeksi terhadap pola pengajaran 
di sekolah.
Peristiwa tragis itu, menurut Said, 
mungkin saja bagaikan fenomena puncak 
gunung es, akibat tergerusnya nilai-nilai 
pengasuhan di sekolah yang menjadi ruang 
tumbuh-kembang siswa yang kondusif.
Pendidikan karakter sedini mungkin 
termasuk bagi siswa sekolah yang merupakan 
kader-kader bangsa diharapkan akan 
menghasilkan pemimpin yang tangguh, 
berkepribadian yang kuat, tidak mudah 
tergoda melakukan tindakan tercela , terutama 
korupsi.       
Karakter orang-perorang bisa menjadi 
penilaian atau menciptakan stigma positif atau 
negatif terhadap suatu bangsa.
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Bersama 
Menjawab 
Tantangan Empat 
Skala Prioritas 
Pendidikan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
mengatakan bahwa saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidang pe didi an. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidikan vokasi, penguatan pendidikan 
karakter, dan guru.
Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihakan kepada peserta didik 
yang tidak mampu untuk mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perluasan akses 
yang dimaksud juga diwujudkan dengan 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).
Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
pemerintahan saat ini adalah membekali 
generasi bangsa 2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zaman. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  
”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berubah dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.
Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).
Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 
Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 
Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018
Nawala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Februari 2018
Foto: Ridwan Maulana
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Walaupun tinggal di perbatasan, anak-anak masih riang 
gembira menyambut pagi dengan bermain perahu di sungai 
Kapuas Hulu  (foto: Istimewa)
Wilayah Pinggiran, Prioritas 
Program Pendidikan 
Disebutkan dalam rekomendasi tersebut, Pemerintah Pusat perlu meningkatkan implementasi PP Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemda sehingga daerah dapat 
memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan 
pendidikan dan kebudayaan bermutu secara 
mandiri hingga wilayah  pinggiran.
Pemerintah pusat dan daerah perlu menjamin 
kemudahan akses layanan pendidikan dan 
kebudayaan bagi masyarakat di wilayah pinggiran 
melalui penyediaan jaringan teknologi komunikasi 
dan transportasi guna  memperkuat literasi dasar 
guna memajukan pendidikan dan kebudayaan.
Pemerintah pusat dan daerah perlu menjamin 
penyediaan dan penyebaran SDM pendidikan dan 
kebudayaan yang kompeten di wilayah pinggiran 
sesuai dengan lingkup urusan wajibnya. 
Selain itu pemerintah pusat dan daerah perlu 
memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana 
pendidikan dan kebudayaan di wilayah pinggiran 
secara memadai  guna menjamin mutu pendidikan 
BAK gayung bersambut, sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk 
mendorong pembangunan di wilayah pinggiran, Kemendikbud 
dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 
menyampaikan empat rekomendasi.
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dan pemajuan kebudayaan.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 
Kemendikbud, Hamid Muhammad pada acara 
terpisah sebelumnya mengemukakan, pada tahap 
awal pembangunan pendidikan dengan prioritas 
pemenuhan fasilitas belajar dan guru, digelar di 122 
kabupaten dan kota di daerah terdepan, terluar, 
dan terpencil (3T).
Berbarengan dengan itu, pemanfaatan 
teknologi informatika dan komunikasi juga mulai 
diperkuat sebagai solusi menghadapi tantangan  
dan hambatan dalam upaya meningkatkan mutu 
pendidikan di wilayah yang tidak terjangkau akses 
informasi.
Tunjangan Khusus
Kemendikbud juga akan memberikan 
tunjangan khusus bagi guru yang bertugas 
di daerah 3T sesuai kategori yang ditetapkan 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Saat ini pemerintah mengalokasikan 
tunjangan guru di daerah sangat terpencil Rp75 
milyar setahun, sedangkan untuk mengatasi 
kekurangan guru di wilayah 3T, akan diprioritaskan 
pengangkatan guru honorer yang memenuhi 
persyaratan.
Data Kemendes PDTT menyebutkan, terdapat 
35.000 desa yang termasuk dalam kategori terpencil 
dan sangat terpencil, 20.000 desa terpencil dan 
15.000 desa 
paling terpencil.
Kendala bagi 
penyelenggaraan layanan pendidikan 
di wilayah pedalaman di desa paling terpencil 
memang berbeda satu dan lainnya, misalnya saja 
di Papua, yang paling dibutuhkan masyarakat adat 
setempat adalah bantuan kebutuhan gizi di sekolah 
dan keberadaan guru.
Dengan pemberian bantuan kebutuhan gizi, 
diharapkan para anak didik mampu berkonsentrasi 
mengikuti pelajaran di kelas. Jika tidak, tentu mereka 
akan sulit mengikuti pelajaran, bahkan bisa-bisa 
akan meninggalkan sekolah. 
Misalnya di Kabupaten Asmat yang diramaikan 
media terkait kasus kurang gizi dan epidemi campak 
yang menyebabkan meninggalnya 76 balita Januari 
lalu, dilaporkan adanya sejumlah guru berstatus 
PNS putra asal daerah sering tidak berada di 
tempat.
Guru yang bertugas 
di wilayah 3T sewajarnya, 
diberikan fasilitas sesuai 
kondisi tiap wilayah seperti 
perumahan, pengamanan 
di wilayah rawan gangguan, tunjangan kemahalan 
dan mungkin juga rotasi penempatan, meneruskan 
pendidikan  dan kesempatan promosi. 
Kepulauan Miangas, Provinsi 
Sulawesi Utara merupakan daerah 
terluar Indonesia yang berbatasan 
dengan Filipina (foto: Istimewa)
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Bersama 
Menjawab 
Tantangan Empat 
Skala Prioritas 
Pendidikan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
mengatakan bahwa saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidang pendidikan. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidikan vokasi, penguatan pendidikan 
karakter, dan guru.
Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihakan kepada peserta didik 
yang tidak mampu untuk mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perluasan akses 
yang dimaksud juga diwujudkan dengan 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).
Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
pemerintahan saat ini adalah membekali 
generasi bangsa 2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zaman. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  
”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berubah dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.
Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).
Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 
Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 
Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018
Nawala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Februari 2018
Foto: Ridwan Maulana
11 Rembuk Nasional Februari 2018
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Kekerasan di Ranah Pendidikan
Ada juga aksi intifada yang diikuti kaum remaja di kota Rammalah, Tepi Barat atau Jalur Gaza - keduanya di 
wilayah Palestina - tapi tujuannya jelas yakni 
memerangi tentara pendudukan Yahudi yang 
dianggap mengintimidasi mereka.
Berbeda dengan tawuran yang sering 
terjadi di Jakarta dan sejumlah kota-kota di 
Indonesia lainnya, penyebabnya kadang-
hanya gara-gara saling ejek atau olok-olok, 
bahkan sering tidak ada “raison d’etre” atau 
hal-hal yang bisa menjadi pembenaran.
Penulis pernah menyaksikan, tawuran 
antarsiswa berseragam putih biru (SMP) di 
perempatan Kebon Sirih di dekat kawasan 
Ring 1 di ruas jalan protokol MH Thamrin, 
Jakarta Pusat, saling lempar batu di tengah 
ramainya lalu-lalang kendaraan.
Kedua belah pihak meneriakkan “cease 
fire” atau penghentian tawuran saat matahari 
beranjak terbenam dan menyepakati untuk 
meneruskan tawuran lagi keesokan harinya. 
Benar saja, pagi berikutnya mereka 
tawuran lagi setelah saling menunggu 
kedatangan lawannya.
Para siswa yang hobi tawuran pun 
AKSI-aksi tawuran antarsiswa di banyak tempat dan berulang-
ulang  hanya karena hal-hal sepele atau tanpa penyebab yang jelas 
bahkan sampai berujung maut,  mungkin cuma terjadi di sini.
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tampak ‘kreatif’ mencari-cari ‘silabus’ yang 
pas atau terkesan “keren” seperti terjadi 
antara alumni siswa SMA Budi Mulya dan 
SMA Mardiyuwana, Bogor yang menewaskan 
Hilarius (29/1/16) .
Mereka menjuluki duel ala gladiator, 
merujuk pada pertarungan hidup-mati satu 
lawan satu, bahkan kadang-kadang melawan 
singa atau harimau seperti dilakukan pada 
zaman Romawi kuno.
Bedanya, gladiator di zaman Romawi 
biasanya adalah para tahanan, tawanan atau 
pelaku kriminalitas yang dengan gagah berani 
bertarung satu lawasan satu, demi untuk 
mendapatkan ampunan, keringanan  hukum 
atau imbalan lainnya. 
Guru Malang  
Kisah tragis dan memilukan dialami oleh 
guru honorer bidang kesenian SMAN I Torjun 
di Sampang, Madura, Ahmad Budi Cahyono 
(27)  yang berpulang setelah ‘dihajar’ MH (17) 
muridnya MH (17) saat mengajar di depan 
kelas awal Feb. lalu.
Nyawa Ahmad, sosok guru yang dikenal 
santun dan ramah oleh tetangga di tempat 
tinggalnya di Kampung Jrengik, Pamekasan, 
Madura itu tidak bisa diselamatkan setelah 
beberapa jam ditangani pihak RS.
Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof 
Akhmad Muzakki menilai, peristiwa itu terjadi 
antara lain karena lemahnya hubungan sosial 
siswa - guru yang selayaknya seimbang, 
tetapi faktanya, posisi siswa, apalagi anak 
tokoh masyarakat atau pejabat, sering lebih 
kuat hingga bisa berbuat semaunya.
Sedangkan menurut Ketua Umum 
PGRI Unifah Rosyidi, kasus tersebut sangat 
memilukan dan memprihatinkan dan 
meminta agar terus diproses hukum sampai 
tuntas.
Berbagai modus aksi kekerasan di 
dunia pendidikan, bagaikan fenomena 
gunung es yang sebagian kecil saja tampak di 
permukaan, sedangkan persoalan besarnya 
mengendap di balik berbagai persoalan 
bangsa lainnya.
Kasus-kasus lainnya, mungkin 
dengan derajat kekerasan lebih rendah, 
berupa  penganiayaan ringan, ancaman atau 
penganiayaan verbal terhadap guru, banyak 
terjadi, tetapi tidak dilaporkan.
Berdasarkan hasil survei International 
Center for Research on Women 2016 yang 
dirilis  KPAI, 84 persen atau tujuh dari 10 
siswa pernah mengalami kekerasan saat 
berada di lingkungan sekolah atau tertinggi 
dibandingkan Viitnam dan Nepal (79 persen), 
Kamboja (73 persen) dan Pakistan (43 
persen).
Kasus kekerasan di sekolah/kampus 
berujung maut pada 2017 antara lain 
menimpa taruna STIP Jakarta, Amirullah 
Adityas Putera yang dianiaya seniornya 
(8/1/17), siswa SMA Taruna Nusantara Kresna 
W. Nurrahmad, juga dianiaya rekannya 
(31/8/17)  dan Hilarius, korban duel ala 
gladiator di Bogor (29/1/16).
Orang tua melabrak guru, perkelahian 
di kelas, tawuran siswa antarsekolah di 
ruang-ruang publik, guru sewenang-wenang 
atau melakuan pelecehan seksual pada 
muridnya merupakan persoalan yang harus 
ditangani dan dicegah secara terstruktur dan 
sistemik.
Mewujudkan lingkungan kampus yang 
ramah bagi siswa atau taruna, yang aman 
dan sehat serta berbudaya, melindungi hak-
hak mereka, juga dari aksi kekerasan dan 
mendorong partisipasi anak didik adalah “PR” 
kita semua.  
Jika cuma diributkan saat ada kejadian 
atau diramaikan di medsos, kejadian serupa 
niscaya bakal terulang lagi. Korban berikutnya 
pun, siswa, taruna, dan guru atau dosen akan 
berjatuhan.  
Pemangku kepentingan terutama di 
bidang pendidikan dan aparat keamanan, 
juga segenap komponen bangsa, harus 
menyadari, berbagai bentuk kekerasan di 
dunia pendidikan adalah anomali di tengah 
peradaban kini sehingga harus segera 
diakhiri.  
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Bersama 
Menjawab 
Tantangan Empat 
Skala Prioritas 
Pendidikan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegaw i, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
mengatakan bahwa saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidang pendidikan. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidikan vokasi, penguatan pendidikan 
karakter, dan guru.
Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihakan kepada peserta didik 
yang tidak mampu untuk mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perluasan akses 
yang dimaksud juga diwujudkan dengan 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).
Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
pemerintahan saat ini adalah membekali 
generasi bangsa 2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zam n. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  
”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berubah dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.
Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).
Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 
Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 
Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018
Nawala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Februari 2018
Foto: Ridwan Maulana
11 Rembuk Nasional Februari 2018
Presiden Joko Widodo saat Penyerahan 
Kartu Indonesia Pintar (foto: Istimewa)
Jalan Pintas Pemerataan 
Kesempatan Belajar melalui  PIP
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Kabinet Paripurna, 3 Januari 2017 menyampaikan fokus kerja pemerintahan 
saat ini adalah pemerataan. Karena itu, Presiden 
berharap hasil-hasil pembangunan harus bisa 
dinikmati oleh masyarakat secara lebih luas. 
Artinya, kesenjangan (disparitas)  antara kelompok 
kaya dan miskin, mau pun kelompok masyarakat 
di desa dan kota harus diupayakan semakin tipis. 
Menurut Presiden, manfaat Kartu Indonesia Pintar 
(KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), harus bisa 
menjadi sarana untuk mewujudkan semua itu. 
Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi 
pun menyampaikan kepada seluruh menteri 
agar fokus pada pemerataan hasil kerjanya. 
Lebih spesifik, Presiden meminta agar Program 
Indonesia Pintar (PIP)  menyentuh anak yatim 
di seluruh Indonesia agar menjadi penerima 
manfaatnya.
Pada 2016 diperkirakan sejumlah 4,1 juta 
anak tidak sekolah. KIP ternyata hanya bisa 
menarik sebanyak 24 ribu anak kembali ke 
sekolah formal mau pun nonformal. Itulah hasil 
evaluasi yang dibahas bersama Komisi X DPR, 
KEBERPIHAKAN pada kelompok masyarakat miskin tak boleh 
luntur, tak boleh menyerah oleh alasan kesulitan apa pun 
untuk menyentuh mereka. Mereka memiliki hak yang sama 
sebagaimana amanat Undang Undang Dasar 1945 dan bahkan 
anak-anak  mereka juga merupakan aset bangsa.
 - Edisi I / 201826
Laporan Utama
selang beberapa hari sebelum sidang kabinet. 
Direkomendasikan untuk mengurangi sasaran 
penerima PIP, dan mengalihkan sebagian dananya 
untuk program yang lain.
Argumen lain yang mendukung adalah 
penurunan angka kemiskinan, sehingga asumsinya 
masyarakat yang membutuhkan PIP pun berkurang. 
Namun, hal ini rupanya lain dengan apa yang 
dipikirkan oleh Presiden Jokowi.
Terkait hal itu, Mendikbud Muhadjir 
pun,  bertindak sigap melaksanakan perintah 
Presiden. Mengingat hal itu adalah bagian dari 
janji pemerintahan Jokowi - JK. “Ada 44.507 anak 
yatim piatu di seluruh Indonesia yang nanti akan 
mendapat KIP,” kata Mendikbud Muhadjir di Istana 
Bogor, Jawa Barat, kala itu. Data tersebut sudah ada 
di kementerian yang dipimpinnya, namun perlu 
waktu untuk verifikasi dan validasi. Dia janjikan, satu 
bulan cukup waktu untuk persiapan menyalurkan KIP 
kepada anak yatim piatu di seluruh Indonesia. Dia 
pun menginginkan Presiden Jokowi berkesempatan 
untuk menyerahkan KIP secara langsung.  
Tak hanya itu, PIP diberikan sebagai upaya 
peningkatan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh 
masyarakat, khususnya warga yang kurang mampu. 
PIP hadir untuk menjamin keberlangsungan anak 
usia sekolah agar mendapat layanan pendidikan 
baik formal mau pun nonformal.
Contoh, pendidikan formal adalah sekolah dan 
madrasah, sedangkan nonformal adalah pondok, 
pendidikan kesetaraan paket A/B/C yang belajar 
di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM), dan juga peserta 
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
Sejak Oktober 2017, Kemendikbud telah 
berhasil menyalurkan 75% bantuan KIP dengan 
terus mempercepat target pencairan dana PIP.
“Kami optimis jika akhir tahun 2017 ini target 
pencairan KIP akan mencapai 90%. Untuk itu sangat 
diperlukan dukungan dari pemerintah daerah, dinas 
pendidikan, pihak bank sampai kepala sekolah,” ujar 
Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah.
“Dengan KIP ini saya bisa selangkah lebih maju 
meraih cita-cita sebagai polisi wanita (polwan),” kata 
Wenda, salah satu siswa SMPN Negeri 1 Wamena 
yang mendapatkan KIP yang diserahkan langsung 
oleh Presiden Jokowi.
Hal yang sama juga disampaikan 
orang tua Lita, di SMAN 3 Garut yaitu bahwa 
dengan pemberian KIP dapat membantu 
meringankan bebannya menyekolahkan anak. 
”Lumayan, bisa membantu membeli perlengkapan 
anak untuk sekolah,”.  Ada pun berdasarkan data 
yang dimiliki Ditjen PAUD dan Dikmas, dalam hal ini 
Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, 
jumlah peserta didik Program Pendidikan Kesetaraan 
mencapai 775.300 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 500.000 orang 
adalah target utama pada tahun 2017 sebagai calon 
penerima PIP karena usia kurang dari 21 tahun.
Sasaran tersebut pada umumnya adalah 
masyarakat marginal yang tidak memiliki 
kemampuan untuk mengikuti pendidikan di jalur 
formal atau sekolah karena faktor ekonomi dan 
juga faktor geografis.
Seperti mereka yang bertempat tinggal 
di daerah terpencil, pulau-pulau kecil, daerah 
perbatasan, atau wilayah lain yang sulit dijangkau 
sehingga tidak memperoleh akses layanan 
pendidikan formal.
Menanggapi masih adanya kendala yang 
dihadapi beberapa satuan pendidikan nonformal, 
Ulfah, Ketua PKBM Luthfillah, menduga proses dalam 
pengurusannya belum lengkap. Misalnya, harus 
dilampirkan pula Nomor Pokok Sekolah Nasional 
(NPSN) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). 
Karena ada satuan penyelenggara pendidikan yang 
tidak terverifikasi NPSN atau mungkin tidak dapat 
NISN-nya. “Apalagi sekarang sudah menggunakan 
sistem aplikasi data pokok pendidikan-kebudayaan. 
Anak didik kami yang terdaftar sudah di verval 
(verifikasi dan validasi, red) sebagai peserta didik. 
Kalau yang dimasukkan data saja, ya tidak ter-cover. 
Yang ter-cover adalah PKBM yang NPSN dan NISN-
nya terverifikasi” ujarnya.
Saat ini, perbaikan PIP juga terus digulirkan. 
Bantuan yang disalurkan langsung kepada anak-
anak kurang mampu ini diberikan dalam bentuk 
tabungan yang diberi nama Simpanan Pelajar.
Ada pesan lain yang tersirat bahwa anak-anak 
perlu ‘melek’ pengetahuan finansial, perbankan. Ada 
pesan ajakan untuk menabung bagi para pelajar 
seluruh Indonesia. Tentu saja setiap penerima PIP 
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Bersama 
Menjawab 
Tantangan Empat 
Skala Prioritas 
Pendidikan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
mengatak n bahwa saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidang pendidikan. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidikan vokasi, penguatan pendidikan 
karakter, dan guru.
Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihakan kepada peserta didik 
yang tidak mampu untuk mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perluasan akses 
yang dimaksud juga diwujudkan dengan 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).
Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
pemerintahan saat ini adalah membekali 
generasi bangsa 2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zaman. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  
”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berubah dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.
Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).
Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 
Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 
Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018
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Muhadjir Effendy pada RNPK 2018
juga harus lebih pintar mengelola dana yang 
diterimanya, seperti berulangkali dipesankan 
Presiden Jokowi “Jangan uangnya dibelikan pulsa. 
Kalau ketahuan, akan dibatalkan PIP-nya. Gunakan 
untuk hal-hal yang penting, untuk sekolah.”
Di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK ini, 
KIP diberi fungsi lebih dari hanya sekadar kartu 
identitas penerima PIP saja. Melengkapi tabungan 
Simpanan Pelajar, kartu KIP sekaligus bisa berfungsi 
sebagai kartu anjungan tunai mandiri (ATM).
Dengan demikian, anak-anak pun lebih 
mudah melakukan transaksi pemanfaatan dana 
PIP. Mereka pun tak harus lagi antre di teller bank 
untuk mengambil dana karena bisa dilakukan di 
ATM yang lebih mudah dijumpai di berbagai tempat.
Daya Saing Bangsa lewat Revitalisasi Pen-
didikan Kejuruan dan Keterampilan 
Inti kekuatan daya saing sebuah bangsa 
terletak pada sumber daya manusianya. Peme-
rintah saat ini sedang bekerja habis-habisan untuk 
melakukan revitaliasi pendidikan kejuruan seperti 
SMK agar di kemudian hari terjadi sinergi antara 
hasil produk pendidikan dan kehendak pasar kerja.
Tenaga kerja yang berdaya saing tinggi dan 
terampil sering kali dilahirkan dari pendidikan 
kejuruan dan keterampilan yang bermutu serta 
relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus 
menerus berkembang. Ini artinya,  dunia pendidikan 
tidak punya pilihan kecuali harus mengikuti 
perubahan dan tuntutan perkembangan zaman.
Pengembangan pendidikan kejuruan dan 
keterampilan perlu dilakukan untuk menyiapkan 
tambahan 58 juta tenaga kerja yang memiliki 
kecakapan abad ke-21 sehingga pada kurun 
15 tahun mendatang mampu menghantarkan 
Indonesia menjadi negara dengan kekuatan 
ekonomi nomor 7 dunia pada tahun 2030.
Menyikapi tantangan dimaksud, Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan mendapat tugas dari 
Presiden untuk melakukan revitalisasi pendidikan 
kejuruan dan keterampilan sebagaimana nawacita 6 
yang berbunyi  “Meningkatkan produktivitas rakyat 
dan daya saing di pasar internasional sehingga 
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama 
bangsa-bangsa Asia lainnya”. Secara pragmatis, 
pendidikan kejuruan dan keterampilan harus 
mampu menyiapkan lulusan yang siap bekerja 
secara profesional dan/atau mampu berwirausaha 
untuk menggerakkan pembangunan bangsa menuju 
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Lulusan berbagai lembaga pendidikan akan 
menjadi angkatan kerja yang siap memasuki 
pasar tenaga kerja untuk mendukung proses 
pembangunan dan sekaligus memenuhi kebutuhan 
hidup dan kehidupannya. Presiden juga telah 
Kepala Sekolah, Pengawas dan Komite Sekolah memegang peran penting dalam
mengelola pendidikan yang berkualitas dan menjaga ekosistem pendidikan yang
saling menguatkan.
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mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas 
dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia 
yang menjadi arah pembangunan pendidikan vokasi 
ke depan.
Menindaklanjuti inpres tersebut, pada tahun 
2017, Kemendikbud meluncurkan sejumlah 219 SMK 
Revitalisasi yang dilakukan oleh Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) Puan Maharani pada Jumat, 26 Mei 
2017, di halaman parkir Stadion Manahan, Solo. 
Menko Puan Maharani optimistis program ini sangat 
strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia Indonesia. “Saya apresiasi peluncuran 
Revitalisasi SMK bisa dilakukan dalam kesempatan 
ini. Jadi ada link and match,” kata Menko Puan.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan 
pencanangan program revitalisasi SMK dilakukan 
terhadap 219 SMK, tahun ini.
Sejumlah 219 SMK tersebut terdiri dari SMK 
bidang prioritas dan bidang keahlian penunjang. 
”Dari 219 SMK tersebut terdapat 125 SMK bidang-
bidang prioritas seperti maritim, pariwisata, 
pertanian, dan industri kreatif, dan juga 94 SMK 
bidang keahlian penunjang yang menjadi prioritas 
pembangunan nasional,” kata Menteri Muhadjir 
dalam sambutannya. Ditargetkan pada tahun 2020 
nanti terdapat 1.650 SMK yang dapat menjadi 
rujukan dalam revitalisasi.
Sejak peluncuran, tiap-tiap SMK ini membuat 
peta jalan rencana dan target revitalisasi yang akan 
dilakukan sampai akhir tahun. Dalam menjalankan 
peta jalan ini, SMK Revitalisasi ini didampingi oleh 
pihak dari perguruan tinggi yang memfasilitasi 
proses revitalisasi yang terjadi di SMK yang menjadi 
tanggung jawabnya. Kegiatan revitalisasi yang 
dilakukan di tiap-tiap SMK meliputi penyelarasan 
kurikulum, inovasi pembelajaran, peningkatan 
kualitas guru, peningkatan lulusan dan akreditasi, 
dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana 
prasarana.
Semua SMK Revitalisasi ini sangat ber-
semangat dalam melakukan kegiatan revitalisasinya. 
Sebagaimana dilaporkan oleh Kepala SMKS Sadar 
Wisata Ruteng, Nusa Tenggara Timur, Wilhelmus 
“Kami sedang dalam proses persiapan teaching 
factory dari dana alokasi khusus 
(DAK) provinsi. Ada untuk pembangunan 
ruang praktik dan kami putuskan RPS-nya bangun 
Edhotel.”
Namun dalam pelaksanaannya, lanjut 
Wilhelmus, tidak semua berjalan lancar. 
“Pembangunan Edhotel agak terhambat karena 
di daerah saya ada kasus penambangan pasir 
yang ditutup dan memengaruhi pembangunan di 
sekitarnya.
Kami masih terus berjuang dan tak akan 
pernah berhenti berjuang menyukseskan program 
revitalisasi. Mulai dari menciptakan lingkungan 
sekolah yang nyaman, bersih, dan ramah lingkungan.
Sekarang juga kami masih dalam proses untuk 
pengurusan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP) P1,” tuturnya.
Untuk mewujudkan Inpres Nomor 9 Tahun 
2016 ini Kemendikbud telah memprioritaskan 
anggaran senilai Rp 5,3 trilliun untuk revitalisasi 
SMK dengan pembagian Rp 3,4 trilliun dari pusat 
dan Rp 1,9 trilliun di daerah lewat DAK. Anggaran 
ini tertuang dalam kegiatan prioritas seperti 
pembangunan sarana prasarana di beberapa 
SMK prioritas, yaitu kemaritiman, pariwisata, dan 
pertanian.
Selain SMK, Kemendikbud juga berfokus 
meningkatkan revitalisasi di lembaga kursus 
dan pelatihan serta SMALB dengan program 
kemandiriannya. Sejak tahun 2016 Kemendikbud 
telah memberikan bantuan uji kompetensi kepada 
175 master penguji dan penguji. Jumlah tersebut 
meningkat menjadi 180 master penguji dan penguji 
di tahun 2017 ini. Begitu juga dengan 800 guru 
SMALB yang mendapat bantuan untuk sertifikasi 
kompetensi di tahun 2017.
Selain meningkatkan kompetensi siswa SMK 
yang sudah maju dalam melaksanakan revitalisasi 
menjadi motor peningkatan kualitas pendidikan 
kejuruan dan keterampilan di sekitarnya.
Seperti yang dialami oleh SMKN 3 Malang 
yang bergerak di bidang pariwisata dengan sarana 
prasarana semakin lengkap dengan mempunyai 
Edhotel sebagai teaching factory. Menurut Faizah, 
Kepala SMKN 3 Malang, sekolah ini terbuka untuk 
meminjamkan fasilitas yang ada untuk digunakan 
oleh lembaga lain seperti kursus atau lembaga lain, 
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
me gatakan bahw  saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidan  pendidikan. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidikan vokasi, penguatan pendidikan 
karakter, dan guru.
Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihakan kepada peserta didik 
yang tidak mampu untuk mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perluasan akses 
yang dimaksud juga diwujudkan dengan 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).
Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
pemerintahan saat ini adalah membekali 
generasi bangsa 2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zaman. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  
”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berubah dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.
Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).
Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 
Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 
Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018
Nawala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Februari 2018
Foto: Ridwan Maulana
11 Rembuk Nasional Februari 2018
sumber gambar: paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Muhadjir Effendy pada RNPK 2018
“Namun harus melewati proses kerja sama dengan 
kami terlebih dahulu.”
Mekanisme penggunaan fasilitas bersama ini 
mendapat dukungan penuh dari Kemendikbud, 
yang saat ini juga sedang merencanakan pola kerja 
sama antara SMK, SMALB, dan lembaga pendidikan 
kursus dan pelatihan agar dapat bekerja sama sesuai 
dengan kebutuhan masing-masing dan kebutuhan 
sumber daya di daerahnya.
“Walau ketiga jenis lembaga tersebut bergerak 
menangani peserta didik yang berbeda, dengan 
adanya kerja sama ini, tiap-tiap lembaga pendidikan 
bisa saling berinteraksi dan membantu,” ujar Staf 
Ahli Mendikbud Bidang Inovasi dan Daya Saing 
Ananto Kusuma Seta. Saat ini proses kerja sama 
di antara ketiga lembaga tersebut sedang diuji coba 
di beberapa lokasi.
Beberapa hasil revitalisasi mulai terlihat, 
terutama saat siswa mengikuti lomba di bidang 
kejuruan dan keterampilan internasional dalam 
ajang World Skill Competition (WSC) 2017 di Abu 
Dhabi, Uni Emirat Arab. Tim SMK Indonesia meraih 
1 perak (atas nama Andre Gilitasha, dari SMKN 3 
Malang, di ajang Restaurant Service) dan 1 perunggu 
(atas nama Rizki Dwi Afrianto, SMKN 1 Purworejo 
di kategori Prototype Modelling).
Dengan perolehan dua medali itu, Indonesia 
memperoleh nilai 17 dan menempati peringkat 16 
dari 59 negara yang ikut serta. Kemampuan pelajar 
Indonesia dalam ajang WSC 2017 tersebut menjadi 
pencapaian yang paling tinggi di antara negara-
negara di ASEAN.
Penyelarasan Kurikulum dan Kerja Sama DUDI
Di tengah polemik pelaksanaan pembelajaran 
lima hari sekolah, terlihat siswa SMK Raden Umar 
Said, Kudus tetap tenang untuk melaksanakan 
praktik di laboratorium multimedia sekolah, meski 
waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Siswa-
siswa di SMK Raden Umar Said Kudus sudah terbiasa 
pulang malam setelah selesai mengerjakan praktik 
multimedia yang ditugaskan. Kebiasaan ini sudah 
lama terjadi karena siswa merasa nyaman dan lebih 
fokus bila berada di sekolah.
SMK ini bergerak di bidang Persiapan Grafika, 
Produksi Grafika, Desain Komunikasi Visual, Animasi, 
dan Rekayasa Perangkat Lunak.
Laboratorium Multimedia di SMK Raden Umar 
Said, Kudus memang disesuaikan dengan standar 
dunia usaha dan dunia industri yang ada, sehingga 
anak-anak bisa belajar dengan menggunakan alat 
praktik yang terbaru agar dapat meningkatkan 
kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDI.
Pendidikan kejuruan dan keterampilan lebih 
diarahkan pada pembentukan kemampuan yang 
Yang kita berikan kepada anak-anak Indonesia 
adalah apa yang benar-benar mereka butuhkan 
dalam menjawab tantangan dan meraih 
kesempatan pada jamannya
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diperlukan di dunia kerja sesuai dengan jabatan 
yang ada di setiap kompetensi keahlian.
Untuk mempertajam kesesuaian antara 
Kompetensi Keahlian/Program Keahlian yang 
dibuka dengan penghargaan dalam bentuk sertifikat 
kompetensi di industri (sesuai dengan kebijakan 
link and match), maka perlu dilakukan pengkajian 
kompetensi yang diperlukan untuk memperoleh 
sertifikat kompetensi dan waktu yang diperoleh baik 
selama pendidikan di sekolah mau pun pelatihan 
di dunia usaha dan industri.
Untuk pelaksanaan penyelarasan kurikulum 
(link and match), Kemendikbud telah memetakan 
spektrum keahlian baru yang terdiri dari 8 
bidang keahlian, 42 program keahlian dan 142 
kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan 
DUDI. Kemendikbud juga bekerja sama dengan 
kementerian/lembaga, dunia usaha dan dunia 
industri untuk menyelaraskan 82 presen dari 142 
spektrum kompetensi keahlian yang ada.
Sisanya sedang dalam proses penyelesaian, 
sehingga target 2018 semua kompetensi keahlian 
sudah diselaraskan. Selain penyelarasan kurikulum, 
Kemendikbud juga telah menetapkan 8 standar 
nasional pendidikan untuk SMK yaitu Standar 
Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, 
Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, Standar 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana 
Prasarana, dan Standar Pembiayaan.
Selain penyelarasan kurikulum, dalam 
pelaksanaannya, kurikulum di SMK lebih menekankan 
pada 30% teori dan 70% praktik di industri. Praktik 
ini banyak melibatkan kerja sama dengan industri, 
dengan melaksanakan praktik kerja industri. 
Beberapa sekolah telah berhasil membangun 
pelaksanaan praktik industri di sekolah yang lazim 
disebut dengan teaching factory. Teaching factory 
adalah konsep pembelajaran berbasis industri 
(produk dan jasa) melalui sinergi sekolah dengan 
industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten 
sesuai dengan kebutuhan pasar.
Seperti yang dilakukan oleh kelas binaan Auto 
2000 di SMK Karya Nasional, Cigugur, Kuningan, 
kelas yang disiapkan untuk dapat mengembangkan 
kompetensi siswa dengan langsung dihadapkan 
pada kondisi nyata yang ada di industri berupa 
perbaikan/troubleshooting kendaraan. Selain 
itu, melalui kegiatan seperti ini 
diharapkan siswa juga dapat mengikuti 
perkembangan teknologi di industri.
Penyelarasan kurikulum kejuruan yang 
menekankan pada proporsi praktik yang lebih 
besar juga harus didukung oleh semua pihak dalam 
sekolah. Seperti yang dialami di SMKN 1 Batam 
yang bergerak di bidang Teknologi Rekayasa. “Saya 
harus menambah jam pelajaran untuk praktik mata 
pelajaran kejuruan, yang harusnya jam 5 sore sudah 
pulang, kadang bisa sampai jam 10 malam. Tentu 
saja ini atas permintaan dari guru dan siswa agar 
bisa lebih meningkatkan kompetensi mereka,” kata 
Kepala SMKN 1 Batam, Lea.
Di tahun 2017, Kemendikbud telah bekerja 
sama dengan 11 kementerian/lembaga dan 16 
DUDI untuk bisa lebih menyelaraskan kebutuhan 
lulusan pendidikan kejuruan dengan industri.
Selain penyelarasan kurikulum, kementerian/
lembaga/DUDI juga membantu untuk menyusun 
skema sertifikasi, melaksanakan uji sertifikasi, 
dan meningkatkan kompetensi guru. Di tahun ini, 
Kemendikbud juga mencoba mendata kerja sama 
yang dilakukan oleh SMK. Tercatat sudah terdapat 
3,574 DUDI yang bekerja sama langsung dengan 
sekolah dan melakukan penyelarasan sesuai dengan 
kompetensi keahlian yang dimiliki.
Selain itu, SMK juga telah memiliki hubungan 
kerja dengan 85 kawasan industri, yang didukung 
oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia untuk 
menghasilkan tenaga yang terampil dan siap kerja. 
Untuk meningkatkan akses sertifikasi, bekerja 
sama dengan BNSP, Kemendikbud memfungsikan 
SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi. Sampai 
dengan bulan November 2017, terdapat 431 SMK 
yang sudah mendapatkan lisensi LSP-P1 dan 450 
SMK ditetapkan sebagai TUK dari Honda, Yamaha, 
Daihatsu, Toyota, Oracle, Apjatel, dan LSP Pariwisata.
Chairul Tanjung, pemilik Chairul Tanjung (CT) 
Corporation sebagai salah satu DUDI yang bekerja 
sama dengan Kemendikbud menyatakan bahwa 
proses kerja sama yang dilakukan perusahaannya 
hanya merupakan awal. “Mudah-mudahan ini 
menjadi cikal bakal yang baik, dan tentu bukan 
cuma Trans Retail, CT Corp banyak perusahan yang 
lain. Tadi saya berbicara dengan Menteri Muhadjir, 
bahkan ada di bidang broadcasting yang nanti bisa 
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Bersama 
Menjawab 
Tantangan Empat 
Skala Prioritas 
Pendidikan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
mengatakan bahwa saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidang pendidik n. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidikan vokasi, penguatan pendidikan 
karakter, dan guru.
Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihakan kepada peserta didik 
yang tidak mampu unt k mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perluasan akses 
yang dimaksud juga diwujudkan dengan 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).
Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
pemerintahan saat ini adalah membekali 
generasi bangsa 2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zaman. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  
”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berubah dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.
Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).
Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 
Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 
Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018
Nawala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Februari 2018
Foto: Ridwan Maulana
11 Rembuk Nasional Februari 2018
sumber gambar: paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Muhadjir Effendy pada RNPK 2018
kerja di media kita,  seperti bidang multimedia dan 
bidang perfilman.
Di bidang food and beverage juga bisa. Di banyak 
bidang nanti bisa kita berikan kesempatan untuk 
melakukan perkerjaan yang lebih baik,” ujarnya. 
Penyelarasan dengan DUDI ini membawa dampak 
positif bagi SMK Revitalisasi yang telah melakukan 
proses penyelarasan dengan DUDI.
“Hubungan dengan DUDI semakin intensif,”ujar 
Urai Muhani, Kepala SMKN 5 Pontianak. Beberapa 
SMK lain juga menyampaikan hal senada dengan 
yang disampaikan Kepala SMKN 5 Pontianak.
Tingkatkan Daya Saing Bangsa
Fungsi lembaga kursus memang memberikan 
pendampingan kepada peserta didik agar memiliki 
kompetensi, bersertifikat, dan masuk dunia kerja 
atau berwirausaha. Dampak berikutnya akan 
melebar keberbagai dimensi termasuk tingkat 
kesejahteraan sosial, kesempatan kerja dan terlebih 
penting lagi bermuara kepada peningkatan kualitas 
pendidikan.
Sesuai dengan nawacita keenam, yaitu 
meningkatkan produktivitas rakyat dan daya 
saing di pasar internasional, lembaga kursus dan 
pelatihan memiliki peran strategis sebagai lembaga 
keterampilan di luar pendidikan formal.
Perkembangan dan pertumbuhan lembaga 
kursus dan pelatihan harus diupayakan terus 
meningkat pesat, baik dalam hal jumlah lembaga mau 
pun dari berbagai jenis pelatihan yang dibuka. Hal 
ini juga dibarengi dengan meningkatnya keinginan 
masyarakat akan pendidikan yang bermutu di luar 
pendidikan formal. Pemerintah terus melakukan 
upaya-upaya pemerataan dan perluasan akses 
pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya 
saing, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas, 
dan pencitraan publik dalam rangka pembinaan 
dan pengembangan kursus.
Merujuk pada data laporan Badan Pusat Statistik 
(BPS) tahun 2017, jumlah pengangguran terbuka di 
Indonesia per Februari 2017 mencapai 7,01 juta 
orang, turun sekitar 20 ribu orang dibanding Agustus 
2016, dan berkurang 10 ribu orang dibandingkan 
periode yang sama pada tahun 2016. Data per 
Februari 2017 itu juga menunjukkan jumlah 
angkatan kerja yang mencapai angka 125 juta orang, 
sedangkan angka tingkat pengangguran terbuka 
(TPT) ada pada angka 5,61 persen, yang berarti 
dari setiap 100 orang angkatan kerja terdapat lima 
hingga enam orang yang menganggur. Angkatan 
kerja mencerminkan jumlah penduduk yang secara 
aktual siap memberikan kontribusi terhadap 
produksi barang dan jasa di suatu wilayah/negara.
Keberadaan lembaga kursus dan pelatihan 
Sekolah harus menjadi wadah yang 
inklusif bagi siapapun yang dapat 
membantu anak dalam 
mengembangkan dirinya
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(LKP) telah memberi sumbangan positif bagi upaya 
pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat 
pengangguran di Indonesia. Karena itulah lembaga 
kursus dan pelatihan turut andil dalam menurunkan 
tingkat pengangguran di Indonesia.
Berdasarkan data, LKP memiliki peran yang 
cukup besar dalam menyerap tenaga kerja, yaitu 
sebanyak 78 persen diterima di dunia kerja, 12 
persen berwirausaha, dan sisanya tidak terdeteksi. 
Hal ini menggambarkan bahwa LKP berperan cukup 
signifikan dalam mengurangi angka pengangguran.
Fathul Yadi, Ketua Lembaga Kursus Magistra 
Utama Malang mengatakan, lembaga kursus dan 
pelatihan juga menjalin kerja sama dengan dunia 
kerja dan dunia industri. “Bahkan, di Magistra sendiri 
menyediakan program yang menjembatani lulusan 
SMK untuk mengikuti pelatihan kesiapan kerja di 
Magistra sebelum benar-benar masuk ke dunia 
kerja,”katanya.
Perkembangan keberadaan kursus memang 
sangat luar biasa. Pada tahun 2010 terdapat 14.315 
lembaga kursus dan pelatihan, kemudian terus 
meningkat hingga tahun 2016 mencapai 19.829 
lembaga. Dengan beraneka ragam keterampilan, 
saat ini ada 224 jenis keterampilan, 76 di antaranya 
adalah jenis keterampilan yang sudah berdasarkan 
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
(SKKNI).
Penilaian kinerja lembaga kursus merupakan 
salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan 
mutu lembaga kursus.  Tantangan ini cukup berat 
karena dari 13.446 lembaga kursus yang ada di 
Indonesia, baru 11.207 lembaga (83,35%) yang 
sudah memiliki izin operasi. Sisanya, sebesar 10,20% 
lembaga sedang dalam proses pengurusan izin dan 
6,45% lembaga belum memiliki izin.
Selain itu, agar lebih banyak peserta didik kursus 
yang bersertifikasi, sejak tahun 2016 Kemendikbud 
telah memberikan bantuan sertifikasi kepada 68.435 
peserta didik.
Kemudian pada tahun 2017 ditargetkan 50.000 
peserta yang mendapatkan bantuan ini. Tahun ini 
Kemendikbud juga membantu 265 Lembaga Kursus 
dan Pelatihan untuk mendapatkan lisensi sebagai 
tempat uji kompetensi (TUK) dan lembaga sertifikasi 
kompetensi bekerja sama dengan Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP).
Untuk meningkatkan kualitas 
lembaga kursus dan pelatihan, 
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
merancang sejumlah strategi, di antaranya melalui 
penilaian dan penghargaan bagi pemenang 
Lembaga Kursus dan Pelatihan, serta ajang apresiasi 
Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Berprestasi 
Tingkat Nasional Tahun 2017. Pada tahun 2017, 
penilaian dan penghargaan ini diselenggarakan pada 
saat Gelar Karya Kursus Pelatihan dan Bursa Tenaga 
Kerja Tahun 2017 di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/9). 
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, 
didampingi Dirjen PAUD dan Dikmas Harris Iskandar 
dan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Yusuf 
Muhyiddin. Penghargaan diberikan kepada:
1. Juara 1: LKP Bahasa Inggris English First (EF)  Kota 
Depok, Jawa Barat.
2. Juara 2: LKP Bahasa Inggris Dessy Education 
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
3. Juara 3: LKP perhotelan/kapal pesiar Sangkuriang 
Kota Bogor, Jawa Barat.
4. Juara Harapan Satu: LKP administrasi perkantoran 
LP3I Kota Surabaya, Jawa Timur.
5. Juara harapan kedua: LKP Bahasa Inggris Quali 
Internasional, Kota Surabaya, Jawa Timur,
6. Juara harapan tiga: LKP tata rias pengantin 
Mahardika, Kota Cirebon, Jawa Barat.
Penghargaan juga diberikan kepada juara untuk 
sembilan kategori lomba kompetensi peserta didik 
kursus, dan pelatihan tingkat nasional tahun 2017, 
yaitu kategori akuntansi, komputer, otomotif, tata 
busana, membatik, hantaran, tata rias pengantin, 
tata kecantikan kulit, dan spa.
Selain menghasilkan sumber daya manusia 
yang siap kerja, Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan juga berinisiatif meningkatkan minat 
peserta didiknya untuk program kewirausahaan. 
Pada tahun 2010 program ini mulai dikembangkan 
oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
yang lebih menekankan pada pendidikan 
kewirausahaan. Melalui pendidikan kewirausahaan 
ini diharapkan dapat mengubah mental peserta 
didik menjadi lebih baik. Program pendidikan 
kewirausahaan masyarakat didesain agar lulusannya 
bisa membuka usaha mandiri. Sebagai langkah 
awal, Direktorat Pembinan Kursus dan Pelatihan 
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Bersama 
Menjawab 
Tantangan Empat 
Skala Prioritas 
Pendidikan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Peg wai, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
mengatakan bahwa saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidang pendidikan. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidik n vokasi, penguatan pendidikan 
karakter, dan guru.
Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihakan kepada peserta didik 
yang tidak mampu untuk mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perluasan akses 
yang dimak ud juga diwujudkan den an 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).
Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
pemerintahan saat ini adalah membekali 
generasi b ngs  2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zaman. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  
”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berubah dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.
Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).
Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 
Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 
Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018
Nawala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Februari 2018
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sumber gambar: paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Muhadjir Effendy pada RNPK 2018
akan membuat proyek percontohan Program 
Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat di 125 
lembaga kursus. Tentu saja lembaga kursus yang 
menyelenggarakan program ini harus memenuhi 
syarat standar lembaga penyelenggara pendidikan 
kewirausahaan berbasis masyarakat.
Pada akhirnya, hanya lembaga kursus dan 
pelatihan yang bermutu yang dapat diterima 
masyarakat dan dapat bersaing dengan lembaga-
lembaga sejenis di tingkat lokal, nasional, bahkan 
internasional. Lembaga kursus bukan lagi sekadar 
pelengkap dalam dunia pendidikan, tapi telah 
berhasil menjadi mitra sejajar dengan pendidikan 
formal.
Pengiriman Guru Produktif ke Perancis dan 
Jerman
“Pengiriman ini bertujuan untuk peningkatan 
kompetensi guru dan dapat ditularkan ke rekan 
guru lainnya”, demikian pesan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Binar bahagia ditunjukkan oleh 18 guru yang 
namanya masuk ke dalam daftar pengiriman Guru 
SMK Produktif ke Perancis tahap pertama. Ke-18 
guru ini telah melalui proses seleksi dari 43 calon 
peserta yang mengirimkan permohonan. Seleksi 
ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kedutaan 
Besar Perancis. Peserta yang terpilih dikumpulkan 
untuk mendapatkan persiapan dan pelatihan 
sebelum keberangkatan (pre-departure) selama 
empat hari, pada 17 – 20 April 2017 di Jakarta. 
Pelatihan dan pengiriman guru ini merupakan 
salah satu bentuk kerja sama antara Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
dengan Kementerian Pendidikan Nasional, 
Pendidikan Tinggi dan Penelitian Republik Perancis.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Muhadjir Effendy berharap guru­guru 
yang berangkat bisa mendapatkan pengalaman 
belajar di sana. “Setelah kembali, saya harap tidak 
disimpan sendiri, namun ditularkan ke teman 
sejawatnya. Rekan guru juga saya harapkan dapat 
mendorong penyiapan tenaga-tenaga terampil yang 
siap untuk lapangan pekerjaan di masa depan,” 
pesannya saat acara pre-departure.
Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik 
Perancis untuk Indonesia, Emmilienne Baneth 
menyampaikan bahwa materi yang diberikan 
nantinya tidak akan terlalu teknis. Peserta akan 
diberikan materi untuk mengembangkan wawasan 
tentang tata kelola atau manajemen operasional 
dan hubungan dengan industri. Nantinya peserta 
akan disebar ke kota Fécamp, Nice, dan Toulouse.
Dilaksanakan selama dua bulan, sejak 24 
April - 17 Juni 2017, pelatihan ini ditujukan untuk 
Guru harus menjadi teladan, penginspirasi dan 
motivator bagi setiap peserta didik
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memberikan kesempatan bagi guru produktif SMK 
agar dapat menggali pengalaman dari sekolah 
dan industri di Perancis. Kompetensi keahlian 
yang dilatihkan adalah Energi Baru Terbarukan, 
Aeronautika, Pariwisata dan Perhotelan, dan Jasa 
Boga. Sebelum diberangkatkan, peserta mengikuti 
kegiatan pembekalan (pre-departure) yang difasilitasi 
oleh narasumber dari pemerintah Perancis.
Pembekalan peserta dimaksudkan agar peserta 
memahami program pelatihan, tugas-tugas yang 
harus dikerjakan selama pelatihan. Di samping 
itu, peserta juga dibekali dengan kemampuan 
berbahasa Perancis untuk aktivitas keseharian, 
serta pengetahuan budaya dan sistem pendidikan 
di Perancis.
Tidak berhenti sampai di situ, Kemendikbud 
kembali memberangkatkan guru-guru ke Perancis 
tahap ke-2 pada bulan November lalu.
Tidak banyak berubah dari tahap pertama, 23 
guru produktif SMK yang akan dikirimkan ke Perancis 
ini juga mengikuti pelatihan untuk bidang energi, 
aeronautika, perhotelan, tata boga, dan tata busana. 
Pelatihan ini dilakukan selama dua bulan hingga 
Desember 2017.
Sebelumnya, di tahun 2016, sebagai imple-
mentasi kerja sama dengan Pemerintah Jerman, 
Kemendikbud mengirimkan 45 guru produktif 
SMK ke beberapa industri Jerman untuk mengikuti 
pelatihan sesuai dengan program kejuruan mereka 
pada bulan Oktober-Desember 2016. Kedua industri 
yang dituju pada tahun 2016 ini adalah FESTO-
Esslingen yang melatih 15 orang guru SMK, dan HWK 
Koblenz yang melatih 30 orang guru SMK bidang 
beton dan permesinan/welding. Pada tahun 2017, 
Kemendikbud melanjutkan untuk mengirimkan 
kembali 30 guru produktif ke Jerman dengan 
fokus kompetensi keahlian Teknik Mekatronika dan 
Elekronika. Guru-guru yang dikirim ini diharapkan 
dapat mengikuti pelatihan dan menyusun silabus 
bidang kompetensi keahlian masing-masing yang 
akan menjadi rujukan bagi guru-guru di Indonesia.
“Saya beruntung sekali bisa mengikuti Pelatihan 
di FESTO Jerman bidang otomasi.
Benar-benar membuka wawasan saya karena 
magang langsung dengan industri di Jerman, di mana 
alat-alat di sana sudah up-to-date,”  ungkap Verga 
Pandrianti, guru bidang teknik Otomasi Industri dari 
SMKN 1 Cimahi yang mengikuti pelatihan batch ke-1 
di Jerman.
“Di sana kami dilatih oleh 
instruktur dari Industri FESTO Jerman 
langsung. Manfaat pelatihannya sangat terasa 
karena kami menjadi tahu kebutuhan industri 
sendiri seperti apa,”  tambahnya.
Verga dan peserta lain juga melewati proses 
pre-departure yang fokusnya untuk memperdalam 
kemampuan bahasa Jerman.
”Pada tiga hari setelah tiba, kami juga ada 
fasilitator yang menyampaikan orientasi bagaimana 
cara hidup di Jerman sehingga kami bisa lebih 
mudah beradaptasi dan lebih fokus untuk mengikuti 
pelatihan,” ungkap Verga.
Di akhir pelatihan, guru-guru diminta untuk 
membuat modul sesuai dengan program keahlian 
yang dipilih. Salah satu modul yang sudah dicetak 
adalah modul dalam bidang hidrolik dan sudah 
bisa digunakan secara luas oleh siswa dan guru 
dari sekolah lain.
Sampai saat ini, peserta pelatihan masih 
aktif untuk menjalin komunikasi dan giat dalam 
mengembangkan ilmu yang sudah didapat dari 
Jerman. “Walau berbeda daerah, kami peserta 
pelatihan masih berkomunikasi satu sama lain, 
bahkan kami berniat untuk menyelesaikan beberapa 
modul yang nanti bisa dipakai oleh guru yang akan 
mengajar dengan kompetensi keahlian yang sama,” 
tambah Verga.
Pembuatan modul juga dialami dan dilakukan 
oleh guru-guru yang dikirimkan di batch ke-2. 
“Kami membuat modul tentang mekatronika dan 
sudah dipublikasikan oleh Direktorat PSMK. Namun 
ada baiknya jika modul yang diterbitkan juga bisa 
diberikan nomor ISBN, agar terdaftar,” ujar Heri 
Yudanto, Guru Mekatronika SMK Driyorejo.
Namun sayang, dalam pengaplikasiannya, Heri 
menemukan kesulitan saat mengajar ilmu yang baru 
didapat di Jerman ke anak didiknya.
“Beberapa peralatan kami masih belum semaju 
yang ada di FESTO Jerman. Ada baiknya jika program 
ini bisa membuka kerja sama antara SMK yang 
ada dengan industri yang berada di bawah FESTO 
Jerman,” tambahnya. 
Sumber: "Kilasan Kinerja Kemendikbud 2017"
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Bersama 
Menjawab 
Tantangan Empat 
Skala Prioritas 
Pendidikan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Muhadjir Effendy 
menyampaikan arahan kepada peserta 
Rembuk Nasional Pendidikan dan 
Kebudayaan (RNPK) 2018 pada malam 
inspirasi di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai, Kemendikbud, Senin 
(5/2). Dalam arahannya, Mendikbud 
mengatakan bahwa saat ini pemerintah 
Kabinet Kerja menetapkan empat 
skala prioritas di bidang pendidikan. 
Keempat skala prioritas tersebut 
adalah memperluas akses, revitalisasi 
pendidikan vokasi, penguatan pendidikan 
kar kter, dan gu u.
Pada perluasan akses, Kemendikbud 
memberikan bentuk perhatian dan 
keberpihakan kepada peserta didik 
yang tidak mampu untuk mengakses 
pendidikan yang setara dengan siswa 
yang berasal dari keluarga mampu 
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 
Tidak hanya itu, bentuk perluasan akses 
yang dimaksud juga diwujudkan dengan 
membangun pendidikan mulai dari 
wilayah pinggiran, yaitu daerah terdepan, 
terluar, dan terpencil (3T).
Sementara itu, pada skala prioritas 
revitalisasi pendidikan vokasi, Mendikbud 
menegaskan bahwa keinginan 
pemerintahan saat ini adalah membekali 
generasi bangsa 2045 memiliki 
keterampilan yang sesuai dengan 
tuntutan zaman. Ia menjelaskan, melalui 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Revitalisasi SMK, ada semangat 
untuk membekali generasi muda dengan 
keterampilan yang memadai, sehingga 
mampu bersaing dengan sumber daya 
manusia (SDM) dari negara lainnya.  
”Bapak Presiden sering kali 
menyampaikan bahwa dunia selalu 
berubah dan perubahannya semakin 
cepat. Karena itu kita harus menyiapkan 
semuanya untuk mengantisipasi 
perubahan itu. Kurikulum harus siap 
berubah, guru juga harus siap berubah. 
Apapun yang terkait pendidikan, kita 
harus mengubah paradigma kita bahwa 
kita setiap saat harus siap berubah,” jelas 
Mendikbud.
Ia menambahkan, saat ini Kemendikbud 
merumuskan dan mengimplementasikan 
model pembelajaran yang memberikan 
bekal kepada siswa melalui proses 
kurikulum yang dikembangkan selama 
ini, agar peserta didik mampu mencapai 
4C, yaitu critical thinking (berpikir 
kritis), communication skill (kemampuan 
berkomunikasi), collaboration 
(kolaborasi), dan creativity and innovation 
(kreativitas dan inovasi).
Skala prioritas lainnya adalah penguatan 
pendidikan karakter yang kini diperkuat 
melalui payung hukum berupa Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Dalam 
peraturan disebutkan bahwa seluruh 
kekuatan yang ada di pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat 
diarahkan untuk bersama-sama 
menyukseskan pendidikan karakter ini. 
Terakhir adalah masalah guru. Tidak 
hanya soal kompetensi dan jumlah, 
masalah lain guru adalah pada beban 
kerja dan fungsi guru. Mendikbud 
mengungkapkan, selama ini beban kerja 
guru mengalami reduksi menjadi 24 jam 
mengajar tatap muka, tetapi di sisi lain 
banyak guru yang tidak dapat memenuhi 
beban kerja tersebut. Untuk itu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2017, beban kerja guru diubah agar tenaga 
pendidik ini bekerja sesuai seharusnya. 
”Peran guru harus dikembalikan sebagai 
seorang pendidik, bukan hanya mengajar. 
Dengan ketentuan tersebut, maka guru 
tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi 
juga berperan dalam mendidik siswanya,” 
imbuh Mendikbud. (*) 
Arahan Mendikbud dalam RNPK 2018
Nawala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Februari 2018
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Revolusi Mental, Saemaul 
Undong, dan Restorasi Meiji 
REVOLUSI Mental yang digagas Presiden Jokowi di awal 
kepemimpinannya sampai kini belum menjadi gerakan nasional, 
sering hanya berbentuk retorika seremoni, slogan,  pemampangan 
poster, jargon, atau ditafsirkan sendiri-sendiri.  
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Dalam pemahaman Jokowi, Revolusi Mental dimaknai  sebagai keniscayaan bagi segenap warga Indonesia untuk mengenali karakter asli bangsa, yang 
santun, berbudi pekerti, ramah, dan gotong 
royong untuk mewujudkan kesejahteraan. 
Dalam perjalanan bangsa Indonesia 
kemudian, Jokowi menyaksikan pergeseran 
karakter bangsa yang dinilainya menjadi akar 
tumbuh suburnya  praktik korupsi, kolusi dan 
nepotisme, bobroknya birokrasi, dan rendahnya 
disiplin masyarakat.  
Konsep revolusi mental pada butir ke-8 
program nawacita dijabarkan sebagai revolusi 
karakter bangsa melalui penataan kurikulum 
pendidikan dengan mengedepankan kurikulum 
ke war ganegaraan dan  secara proporsional me-
muat pengajaran sejarah pembetukan bangsa, 
nilai-nilai patriotisme, dan cinta tanah air.
”Pembiaran yang berlangsung bertahun-
tahun hadir di segenap sendi-sendi bangsa, oleh 
sebab itu saya menggagas revolusi mental, “ 
tandasnya.
Ide tekait revolusi mental pernah  pu-
la dilontarkan Presiden Soekarno pada HUT 
Kemerdekaan RI Tahun 1956 karena ia berang-
gapan perputaran roda revolusi  mandek, pada-
hal tujuan untuk meraih kemerdekaan belum 
se pe nuhnya tercapai.
“Dalam keseharian, revolusi mental adalah 
gerakan untuk menempa manusia Indonesia 
menjadi pribadi berintegritas, berhati bersih, 
berkemauan keras, bersemangat elang rajawali, 
dan jiwanya menyala-nyala bagaikan api,” tandas 
Bung Karno. 
Jokowi sesuai Instruksi Presiden No. 12/ 
2016  menugaskan Menko Pembangunan 
Manu sia dan Kebudayaan untuk mengoordina-
sikan, menyinkronisasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental 
(GNRM) serta  menyusun dan menetapkan peta 
jalan dan pedoman umum.
Mendagri ditugaskan  untuk mengoordina-
sikan pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, 
dan pelaporan GRMN di setiap provinsi dan 
kabupaten/kota melibatkan Satuan Kerja Perang-
kat Daerah (SKPD), kelompok masyarakat, 
kelom pok dunia usaha, organisasi profesi, dan 
akademisi.
Biaya untuk melaksanakan GRMN, menurut 
Inpres 12/2016  dibebankan pada APBN), APBD, 
dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak 
mengikat, sedangkan pelaksanaannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Restorasi Meiji
Perubahan budaya dan perilaku buruk  
yang menghambat  kemajuan dilakukan Jepang 
melalui Restorasi Meiji,  Korea Selatan dengan 
gerakan Saemaul Undong (Pembaruan Desa)  
Tiongkok dengan Revolusi Kebudayaan yang  
dicanangkan  Mao Zedong.
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Restorasi Meiji mampu menyulap Jepang dari negara miskin 
menjadi raksasa ekonomi dunia.  (foto: Istimewa)
Restoraji Meiji dilancarkan Jepang pada 
1868, ditandai penyerahan kekuasaan dari 
Shogun (penguasa perang tertinggi) ke-15  
Yoshinobu Tokugawa kepada kaisar Jepang, Meiji 
yang mengawali perombakan  besar-besaran  
tata kelola pemerintahan.                
Kesadaran untuk keluar dari ketertinggalan 
dan keterbelakangan mulai tumbuh, dan para 
elite di negeri sakura itu beranggapan solusinya 
adalah melalui strukturisasi pemerintahan  de-
ngan memadukan kemajuan di negara-negara 
Barat dengan nilai-nilai tradisional. Budaya 
feodal yang dinilai kaku dan lamban  harus 
ditinggalkan karena  menghambat kema-
juan, digantikan sistem demokrasi berasas 
keterbukaan. 
Jepang baru menyadari keterbelakangan 
mereka dibanding negara-negara lain setelah 
kunjungan Komodor Amerika Serikat Mathew 
C. Perry  yang memaksa negara itu  membuka 
pelabuhannya bagi  kapal-kapal dagang asing. 
Komodor Perry berkunjung ke Jepang, 
menaiki kapal super besar yang dilengkapi 
persenjataan dan teknologi  jauh lebih am puh 
dibandingkan milik Jepang saat itu. Pada awalnya 
para shogun yang menolak menyerahkan 
kekuasaan  lari ke Hokkaido dan berupaya 
mendirikan Republik Ezo, tetapi mere ka akhirnya 
ditumpas dalam pertempuran Hakodate di 
Hokkaido pada 1869. 
Setelah itu, daimyo-daimyo atau penguasa 
wilayah di bawah Shogun digantikan oleh guber-
nur yang diangkat dan digaji negara. Kemudian 
dibentuklah parlemen, tentara nasional, se dang-
kan penataan sektor industri dan pendidikan 
dijadikan modal  untuk mengubah Jepang 
men jadi kekuatan militer dan  raksasa ekonomi 
dunia.
Restorasi Meiji berhasil mengakselerasi 
industrialisasi yang dijadikan modal kebangkitan 
Jepang sebagai kekuatan militer pada 1905 di 
bawah slogan “Negara Makmur, Militer Kuat”. 
Pemerintah oligarki Meiji bertindak atas 
nama  kaisar melakukan konsolidasi kekuasaan 
menghadapi sisa-sisa rezim Edo, para shogun, 
daimyo dan kalangan samurai (kesatria).
Sektor pendidikan termasuk yang dire for-
masi dengan menerapkan wajib belajar siswa 
bagi  usia sekolah dan penyediaan satu sekolah 
untuk setiap 600 penduduk. 
Modernisasi militer  dilakukan dengan 
meniru model-model seperti Jerman dan Ing-
gris, sedangkan Industri persenjataan lokal 
terus dibangun dibarengi  pembelian alutsista 
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Program pembangunan yang dimulai dari pedesaan menjadi 
kunci kemajuan ekonomi Korea Selatan. (foto: Istimewa)dari Eropa Barat untuk memperkuat angkatan 
bersenjata.
Transparansi dalam pengisian jabatan 
di birokrasi juga dibangun di era Restorasi 
Meiji. Birokrasi  dirancang untuk meninggalkan 
perilaku kolot yang menghambat kemajuan dan 
pengembangan  Iptek.
Gerakan Bangun Desa
Sedangkan Saemaul Undong yang digagas 
Presiden Park Cung Hee pada 1970 diawali de-
ngan gerakan membangun desa untuk mengen-
taskan kemiskinan dan keterpurukan ekonomi 
pascaperang Korea (1950 – 1953) . Saat itu ma-
yoritas penduduk Korea Selatan miskin.
Saemaul Undong adalah  gerakan fisik dan 
spiritual bertujuan  memodernisasi warga desa, 
mempertebal persatuan, dan menghindari per-
pecahan akibat kesenjangan status sosial dan 
ekonomi rakyat. 
Kegigihan dan kerja keras , swadaya serta 
gotong-royong adalah tiga pilar yang menjadi 
moto gerakan. 
Warga bersama kepala saemaul dan kepala 
desa menyusun sendiri program yang diperlukan 
dengan pendanaan dari pemerintah, dan kalau 
tidak cukup,  secara sukarela menyumbangkan 
harta dan juga waktunya, ikut kegiatan.
Bermodalkan bantuan dari Bank Dunia, 
Presiden Korsel membeli 11  juta lebih sak se-
men yang kemudian dibagikan masing-masing 
335 sak pada 33.267 desa untuk digunakan 
membangun jalan, jembatan, atau merenovasi 
rumah-rumah warga.                                                                                                    
Saemaul Undong di desa dipimpin oleh 
tokoh yang ditunjuk, bersifat sukarela dan tidak 
digaji. Roh dan semangat gerakan menjadi energi 
luar biasa dan mampu “menyulap” Korsel dari 
negara miskin menjadi raksasa ekonomi Asia.
Revolusi Kebudayaan
Di Tiongkok lain lagi. Mao Zedong melan-
carkan Revolusi Kebudayaan yang berlangsung 
sekitar satu dasawarsa (1966 –1976). 
Revolusi Kebudayaan adalah gerakan besar 
di Tiongkok berujud perlawanan kaum prole-
tar terhadap kelompok borjuis dan intelektual, 
dilatarbelakangi perseteruan antara Mao dan 
Presiden Li Shaoqi yang dituduh sebagai antek 
kapitalis.
Namun, Revolusi Kebudayaan yang se-
mula diagendakan untuk mengembalikan paham 
Maoisme yang dinilai sudah digerogoti budaya 
Barat  berujung aksi anarkis yang dilakukan 
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Semangat gotong royong, bahu membahu membangun desa 
salah satu yang harus dihidupkan kembali dalam Revolusi 
Mental  (foto: Istimewa)
kelompok radikal. 
Sebelum melancarkan Revolusi Kebu-
dayaan, Mao saat menjadi presiden  (1954 – 
1959) dan Ketua Komite Sentral Partai Komunis 
Tiongkok  mencoba membangun pertanian di 
pedesaan dengan program membasmi empat 
mahluk jahat (burung, serangga, lalat, dan tikus).  
Mao juga memerintahkan Tentara Me-
rah untuk menyerang kelompok cendekiawan, 
 intelektual dan pengusaha  yang dianggap se-
bagai musuh bangsa. Hasilnya,  progam yang 
berlangsung tiga tahun (1958 –1961)  menemui 
kegagalan, karena punahnya burung-burung 
malah menganggu keseimbangan ekosistem. 
Hasilnya , 30 juta penduduk Tiongkok menjadi 
tumbal, mati kelaparan.
Ide Mao membangun industri lebih tidak 
lazim lagi, dimulai dengan dengan mengumpul-
kan wajan-wajan  milik penduduk untuk dise-
rahkan pada tentara guna dijadikan bahan baku 
industri.
Ribuan profesional, dokter, dan insinyur 
dikirim ke desa-desa untuk membantu petani. 
“Tukar guling” profesi dilakukan. Kaum 
profesional dipekerjakan di kebun-kebun atau 
sawah, sebaliknya petani mengerjakan adminis-
trasi hingga bisa dibayangkan carut-marutnya  
karena masing-masing melakukan pekerjaan 
bukan keahliannya. 
Wafatnya Mao pada 9 September 1976 
sekaligus mengakhiri era Revolusi Kebudayaan, 
memasuki era reformasi di bawah kepemim-
pinan baru Tiongkok, Deng Xiaoping.
Luruskan Anomali
Di Indonesia, praktik pembiaran khususnya 
korupsi,  anomali di berbagai lini birokrasi dan 
sendi-sendi kehidupan selama bertahun-tahun 
agaknya memang perlu diluruskan melalui gera-
kan nasional secara total dan menyeluruh.
Hak dan kewajiban setiap individu di 
lingkungan ketetanggaan misalnya. Jika ditata 
dengan baik, mulai dari hal-hal kecil, diharapkan 
akan tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan 
nyaman.                                                                   
Tiap orang harus peduli terhadap keaman-
an, kebersihan, dan ketertiban di lingkungannya, 
juga  menghargai hak-hak orang lain.
Pemenuhan hak-hak seseorang tentunya 
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Kesederhanaan dan sikap merakyat yang ditunjukkan 
Presiden Jokowi menjadi kunci untuk menggerakkan seluruh 
komponen bangsa dalam Revolusi Mental  (foto: Itjen)
perlu  disesuaikan dengan kondisi setempat 
dan kesepakatan bersama. Perlu diatur pula ke 
mana seseorang harus melapor dan menuntut 
hak-haknya, termasuk juga siapa yang ber-
wenang memberikan sanksi bagi yang melalaikan 
kewajibannya.      
Seluruh kementerian, lembaga negara, 
termasuk di daerah-daerah harus menginven-
tarisasi bentuk layanan, kewajiban, tugas, dan 
wewenangnya. Terkait layanan publik, harus 
jelas tenggat waktu, biaya,  persyaratan, serta 
prosedurnya.  
Sikap proaktif masyarakat perlu terus di-
tumbuhkan untuk mengawasi  layanan publik 
yang diberikan oleh kementerian atau instan-
si pemerintah. Di era ketersediaan berbagai 
moda komunikasi kini, rasanya tidak sulit bagi 
 masyarakat menyampaikan  pengaduan.
Kerahasiaan demi keamanan pelapor perlu 
pula dipikirkan. Jika tidak, sulit untuk mendorong 
partisipasi masyarakat. Sebaliknya, setiap lapo-
ran palsu atau hoaks dan fitnah harus pula diu-
sut.  
Revolusi Mental bisa menjadi kekuatan 
raksasa untuk meluruskan hal-hal yang “beng-
kok”  guna mengakselerasi kemajuan bangsa dan 
negara jika berbentuk gerakan bersama  mulai 
dari lingkungan ketetanggaan, di level kelurahan 
sampai  provinsi,  seluruh kementerian dan lem-
baga, serta politisi.  
Sekali digelindingkan, Revolusi Mental 
harus menjadi gerakan total dan mencakup 
 segenap  aspek kehidupan, tidak sete ngah-
setengah dan separuh hati, demi kemajuan 
bersama, di bawah naungan NKRI.  (nanangs/
berbagai sumber)   
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Awalnya mengesankan lelaki serius namun lama-lama humornya mengalir dan tawa renyahnya keluar 
hingga menambah suasana keakraban. 
Dia adalah Dr. Maralus Panggabean, 
M.Sc. sosok auditor terkemuka yang kini 
dimiliki Inspektorat Jenderal Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.
Lebih dari 30 tahun mengabdikan 
diri di lingkungan Inspektorat Jenderal 
Kemendikbud, dia tanpa segan menyebut 
institusinya sebagai kawah candradimuka 
dalam membentuk karakter, leadership 
dan kemahiran manajerial, serta pema-
haman mendalam tentang hubungan 
antarmanusia bersamaan dengan 
ikhtiar dalam merintis karier hingga 
sampai menjadi pejabat inspektur II Itjen 
Kemendikbud.
Bagi seorang Maralus Panggabean, 
membentuk leadership tidak harus 
menunggu menjadi pejabat karena setiap 
orang membutuhkan jiwa kepemimpinan 
baik untuk dirinya sendiri, keluarga, 
mau pun lingkungan sekitarnya. Begitu 
pula dalam hal mengasah kemampuan 
manajerial yang selama ini bagaikan dua 
sisi mata uang yang mutlak  dimiiki aparat 
sipil negara yang profesional.
Dunia auditor yang selama ini 
digelutinya, merekam banyak pengalaman 
pribadi setelah banyak persinggungan di 
lapangan.  Suka, duka, menakutkan, dan 
juga terkadang membuat hati menjadi 
sumringah menjadi campur aduk hingga 
melahirkan sebuah kebanggaan yang 
susah diurai dalam kata-kata.
Lelaki bersahaja  itu mudah akrab dengan siapa saja. 
Kalimat dalam tuturnya seakan terpilih untuk menyesuaikan 
siapa lawan bicaranya.
Dr. Maralus Panggabean, M.Sc.
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Maralus, demikian sahabatnya 
memanggil lelaki tegap bertubuh jangkung 
ini, dari sorot matanya sangat mudah 
menduga bahwa dia adalah seorang 
intelektual yang kaya ilmu. Dari latar belakang 
pendidikan, lelaki Batak yang dibesarkan 
dilingkungan masyarakat Jawa di Ponorogo 
itu, memiliki berbagai gelar yang satu sama 
lain saling melengkapi dalam menggeluti 
profesinya sebagai auditor. Ada gelar S-1 
seperti Sarjana Sastra,  Sarjana Ekonomi, 
dan ada pula gelar Sarjana Hukum sebelum 
meraih gelar lebih tinggi lagi S-3 dengan gelar 
doktor. 
Sejak lahir hingga tamat SMA , ia tinggal 
di kota Ponorogo, Jawa Timur. Tamat dari 
SD Negeri Sultan Agung Ponorogo (1971) 
kemudian Lulus SMP Negeri I Ponorogo 
(1974), dan Lulus SMA Negeri I Ponorogo 
(Jurusan IPA) 1977. 
Remaja jenius  yang dalam akta 
kelahiran tertulis nama MARALUS 
PARLUHUTAN PANGGABEAN dilahirkan 
di Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 21 
Januari 1959, anak kedua dari sembilan 
bersaudara dari seorang ibu bernama 
Suparmi, berasal dari desa Demangan, 
Ponorogo, Jawa Timur, sedangkan ayahnya  
bernama Hasoloan Panggabean, dari 
Aekimbo, Tapanuli Utara. Kedua orang 
tua menetap di Ponorogo hingga ayahnya 
meninggal dunia tahun 2010 silam.
Tahun 1978 ia nekat merantau ke 
Jakarta, tidak langsung kuliah tapi bekerja 
dan mengajar pada sebuah lembaga 
kursus. Tetapi tahun 1979 mengikuti seleksi 
penerimaan mahasiswa baru dan diterima di 
Jurusan Sejarah Fakultas Sastra (kini Fakultas 
Ilmu Pengetahuan Budaya) Universitas 
Indonesia. Lulus 1986 dari Jurusan Sejarah 
FS-UI (FIB-UI) dan memperoleh gelar Sarjana 
Sastra (S.S.). Pada tahun 1987 mendaftar 
dan diterima bekerja di Inspektorat Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
dan bekerja di kantor tersebut hingga 
sekarang.
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Karyawan 
Itjen sedang 
melakukan simulasi 
penanggulangan 
bencana kebakaran 
(foto: Ikram)
Setelah bekerja selama tiga tahun, 
pada tahun 1990 memperoleh tawaran 
beasiswa dari Ausaid, OTO-Bappenas, 
dan Proyek Manajemen Terpadu Setjen 
Depdikbud yang disponsori Bank Dunia XVII. 
Hasil seleksi dari ketiganya lulus semua dan 
Maralus memilih beasiswa dari Setjen karena 
langsung berangkat ke Amerika Serikat dan 
melanjutkan studi pada School of Education 
and Social Policy, Northwestern University di 
Evanston/Chicago, USA dan tamat pada tahun 
1992 dengan memperoleh gelar Master of 
Science in Education and Social Policy (M.Sc.) 
dengan konsentrasi Corporate Training and 
Development (CT&D).
Sekembalinya studi dari Amerika Serikat, 
diangkat sebagai Kepala Subbagian Pelaporan 
Bagian Perencanaan (1992). Menikah 
dengan Dra. Onny Reyna Pangaribuan pada 
tahun 1994 dan dikaruniai seorang putra, 
Andreas M.H. Panggabean (1999). Pada 
masa tersebut Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan mempunyai banyak proyek 
yang dibiayai oleh negara donor. Inspektorat 
Jenderal kekurangan tenaga pemeriksa 
yang menguasai bahasa Inggris yang dapat 
membaca naskah perjanjian (loan agreement) 
dan kontrak-kontrak pengadaan barang/jasa. 
Oleh karena itu, Maralus diangkat sebagai 
Pemeriksa Bidang Keuangan, Perlengkapan 
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dan Pembangunan 
(1995).
Karena hanya 
berbekal S1 (Sejarah) 
dan S2 luar negeri 
(Pengembangan SDM) 
yang tidak terkait 
dengan keuangan 
dan keproyekan, ia 
menempuh studi pada 
Program Ekstension 
Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia 
(FE-UI) 1996-2001 dan 
memperoleh gelar 
Sarjana Ekonomi (S.E.) 
dengan konsentrasi 
Manajemen Keuangan. 
Guna memudahkan 
mempelajari dokumen 
kontrak dan perjanjian 
yang kuat nuansa 
hukumnya, ia kemudian 
kuliah di Program 
Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
(FH-UI) dan lulus 2010 dengan memperoleh 
gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan program 
kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi.
Karier Maralus Panggabean dalam jabatan 
struktural adalah sebagai Kepala Bagian 
Perencanaan (2004-2007) dan auditor. Pada 
saat itu, Maralus merintis capacity building 
di Itjen Kemendikbud bersama dengan 
Bappenas, BPK-RI, BPKP, Itjen Kemkeu, Itjen 
Kemendagri, dan Setjen DPR dalam kegiatan 
State Audit Reform (STAR Project) yang dibiayai 
Asian Development Bank (ADB). Kegiatan proyek 
tersebut menghasilkan antara lain sebanyak 665 
orang auditor dan pengawas dari 20 inspektorat 
jenderal kementerian dan 50 inspektorat 
provinsi/ kabupaten/kota menyelesaikan 
pendidikan jenjang S1 dan S2 bidang Akuntansi  
Pemerintahan / Pengawasan Keuangan Negara 
di 36 perguruan tinggi negeri dan swasta di 
Indonesia. 
Ia sempat mengemban jabatan sebagai 
Inspektur III yang membidangi Pendidikan 
Tinggi. Sebagai praktisi dengan latar belakang 
pendidikan yang multidisiplin dan tidak 
linier, Maralus mendalami persoalan sistem 
pengendalian internal dan pengawasan internal 
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
yang secara faktual dan konseptual masih perlu 
dieksplorasi lebih lanjut  melalui disertasi yang 
berjudul “Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian 
Internal terhadap Pengawasan Internal dalam 
Perspektif Chaos Theory di Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan” yang berhasil 
dipertahankan dalam ujian promosi tanggal 15 
Agustus 2014, sehingga penulis memperoleh 
gelar doktor ilmu administrasi dari FISIP UI. 
Maralus mengaku nyaman berkiprah di 
lingkungan Itjen Kemendikbud karena dirinya 
merasa hidup dan dibesarkan oleh institusi ini 
selain mampu memberi andil di dunia auditor 
juga suasana kekerabatan selalu terpelihara 
dengan baik sehingga ia merasa bebas dan tidak 
harus dituntut formal kendati sebagai seorang 
pejabat. 
Walaupun saat ini tidak lagi duduk dalam 
struktural, tetapi ia masih merasa berhutang 
untuk tetap mengawal kualitas auditor 
supaya memiliki nilai tambah di mata orang 
lain terutama dalam hal pencegahan tindak 
kejahatan korupsi. 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy 
memberikan ucapan selamat kepada Dr. Maralus M.Sc. 
usai dilantik menjadi Auditor Utama Kemendikbud
(Foto: Ikram)
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Dalam rangka mengemban misi yang strategis dan mengamankan kebijakan program-
program pendidikan nasional, Inspektorat Jenderal Kemendikbud  sebagaimana 
disebutkan dalam Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan 
pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam 
melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi antara lain 
melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, 
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk 
tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Perlukah Audit Dini yang 
Sebelumnya ada Reviu RKA-K/L ?
U ntuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya di lingkungan Kemendikbud,  auditor 
 Inspektorat Jenderal Kemendikbud sebagai auditor 
 internal instansi pemerintah sangat diperlukan perannya 
dalam  mengawal visi misi Kemendikbud.  
Visi Kemendikbud yaitu terbentuknya insan serta 
ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter 
berdasarkan gotong-royong. Selanjutnya, atas visi Kemen-
dikbud, Itjen Kemendikbud juga telah menetapkan  visi 
dan misinya sebagai berikut:
Visi : Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berku-
alitas terhadap Insan dan Ekosistem Pendidikan dan Ke-
budayaan.
Misi :
1. Menguatkan Integritas dan Kepatuhan Terhadap Pera-
turan Perudang-undangan Bagi Pengawas dan Penge-
lola Layanan Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Ling-
kungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan Ber-
basis Resiko.
4. Mewujudkan Pengawasan Internal yang Berbudaya da-
lam setiap Unit Layanan Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Melaksanakan tata kelola yang handal dalam layanan 
pengawasan pendidikan dan kebudayaan.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi Inspektorat Jenderal, kegiatan yang dilakukan 
antara lain melakukan audit dan mereviu baik Realisasi 
Indikator Kinerja Keluaran (RKK), Rencana Kerja dan Ang-
garan  Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Laporan 
Keuang an (LK), mau pun Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP).
Sebelum kita membahas audit dini mau pun re-
viu, terlebih dahulu disajikan definisi keduanya sebagai 
berikut. 
Pengertian Auditing
Auditing adalah proses yang ditempuh seseorang 
yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun 
dan mengevaluasi bukti–bukti mengenai informasi yang 
terukur dari suatu entitas/satuan untuk mempertimbang-
kan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi 
yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetap-
kan. 
Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan 
terdapat 5 unsur dalam auditing:
1. Informasi yang terukur dan kriteria yang telah ditetap-
kan
2. Entitas/satuan kerja
3. Menghimpun dan mengevaluasi bukti–bukti
4. Seseorang yang kompeten dan independen
5. Pelaporan (Sunyoto, 2014:1-2)
Auditing adalah suatu proses sistematik untuk mem-
peroleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai 
pernyataan–pernyataan tentang kegiatan dan kejadian 
ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kese-
suaian antara pernyataan–pernyataan tersebut dan krite-
ria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasil–hasil-
nya kepada pemakai yang berkepentingan. 
Oleh: Robertus Riyanto 
(Auditor Utama Inspektorat I) 
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Dari definisi di atas terdapat unsur–unsur:
1. Suatu proses sistematik
2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara ob-
jektif
3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi 
4. Menetapkan tingkat kesesuaian 
5. Kriteria yang telah ditetapkan 
6. Pemakai yang berkepentingan (Sunyoto, 2014: 5-6)
Pengertian Reviu
Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 94/
PMK.02/2017 Bab III Pasal 10:
Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L) 
sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memberikan keya-
kinan terbatas (limited assurance) dan memastikan kepatu-
han penerapan kaidah–kaidah perencanaan penganggaran. 
Kelengkapan dokumen RKA-K/L antara lain RKA Satuan Ker-
ja (Satker), Term of Reference (TOR) atau Rencana Anggaran 
Biaya (RAB) dan dokumen pendukung lainnya. 
Merujuk pada peran APIP secara efektif dalam mem-
berikan layanan penjaminan (assurance) dan pemberian 
jasa konsultansi (consulting) atau pemberian saran (advisory 
services) dan visi Kemendikbud tersebut, selanjutnya Ins-
pektorat I mempunyai target untuk dapat mengawal jalan-
nya program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan 
melakukan audit tidak hanya pada post-audit tetapi juga 
pada praaudit (audit dini).
Melalui audit dini (praaudit) Itjen diharapkan dapat 
mendukung kinerja instansi yang harus sudah mulai ber-
peran sejak awal sebelum pelaksanaan kegiatan berjalan. 
Walaupun sebelumnya telah dilakukan penelaahan reviu 
RKA-K/L, tetapi audit dini tetap diperlukan karena Re-
viu RKA-K/L tidak memberikan dasar untuk menyatakan 
pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak 
mencakup pengujian atas pengendalian interen, penetapan 
rasio pengendalian, pengujian atas dokumen sumber, dan 
pengujian atas respons terhadap permintaan keterangan 
dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan 
melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi prosedur ter-
tentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam audit.      
Diharapkan dengan adanya pelaksanaan audit dini 
dapat terlaksana secara efektif, efisien, tepat waktu, dan 
tepat sasaran agar hasilnya dapat memberikan kontribusi 
kepada satuan kerja untuk menyempurnakan kegiatan yang 
akan dilaksanakan. 
Audit Dini akan dilaksanakan dengan tiga tahapan:
1.  Tahap pertama adalah melakukan penelaahan terhadap 
ketersediaan Rencana Strategis Unit Utama dan melaku-
kan penelaahan atas Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) 
dan daftar output yang akan dihasilkan. Dari penelaahan 
tersebut akan dapat diketahui sejauh mana keterkaitan 
hubungan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Ind-
ikator Kinerja Kegiatan (IKK) Rencana Strategis (Renstra) 
dengan kegiatan yang disusun dalam KAK.
2.  Tahap kedua adalah melakukan penelusuran kesesuaian 
data sumber daya yang dibutuhkan dalam KAK dengan 
satuan biaya dan struktur penganggaran dalam RAB.
3.  Tahap ketiga adalah meminta tindak lanjut catatan hasil 
reviu RKA-K/L.  
Berdasarkan perbedaan definisi antara audit dengan 
reviu tersebut di atas dapat kami pertegas bahwa audit 
menghimpun dan mengevaluasi bukti–bukti. 
Sedangkan reviu adalah kegiatan  yang memberikan 
keyakinan terbatas (limited assurance). 
Dalam praktik di lapangan, setiap Inspektorat Jenderal 
melakukan reviu RKA-K/L, satuan kerja memberikan/menya-
jikan dokumen yang sangat terbatas dan auditor melakukan 
penelaahan/reviu terhadap dokumen yang tersaji sebatas 
apa yang ada pada saat melakukan reviu sehingga keleng-
kapan dokumen untuk suatu kegiatan yang berupa RAB, 
TOR, dan jenis kegiatan masih kurang terpenuhi. Untuk itu, 
terhadap permasalahan tersebut, auditor akan memberikan 
catatan hasil reviu yang harus ditindaklanjuti oleh satker 
yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan batasan reviu 
yang hanya memberikan keyakinan terbatas (limited assur-
ance), tidak sampai pada kegiatan mengevaluasi bukti–bukti.
Kondisi ini berbeda untuk kegiatan audit (dini) se-
bagaimana tertulis dalam pengertian/definisi audit yang 
mencakup 5 unsur di antaranya menghimpun dan men-
gevaluasi bukti–bukti. Di samping itu juga meminta hasil 
tindak lanjut dari rekomendasi atau catatan hasil reviu 
sebelumnya. 
Berdasarkan pengalaman melakukan reviu RKA-K/L 
yang selalu terbatas waktunya serta kekurangsiapan satuan 
kerja dalam mempersiapkan data pendukung maka perlu 
dilakukan audit dini untuk membantu satuan kerja dalam 
melaksanakan program kerja sesuai dengan kriteria yang 
telah ditetapkan.
Audit dini adalah salah satu bentuk kegiatan dari Ins-
pektorat Jenderal untuk mengawal kegiatan satker – satker 
agar berjalan sesuai dengan norma mau pun kriteria yang 
ada. Dengan demikian audit dini sangat dibutuhkan bagi 
satuan kerja di lingkungan Kemendikbud.
Referensi:
Sunyoto, Danang. 2014. Auditing: Pemeriksaan Akuntansi. 
Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Services.
Pedoman Audit Dini Inspektorat I, 2018.
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Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen 
PAUD dan Dikmas) menambah Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 21 satuan kerja, dengan jumlah 
pegawai sebagai berikut: 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Baru 
Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS 
Beserta Permasalahannya 
No Unit Kerja Jumlah
1 Balai Pengembangan (BP) PAUD dan 
Dikmas Aceh
39
2 BP PAUD dan Dikmas Bali 26
3 BP PAUD dan Dikmas Banten 13
4 BP PAUD dan Dikmas Bengkulu 39
5 BP PAUD dan Dikmas DIY 36
6 BP PAUD dan Dikmas Gorontalo 30
7 BP PAUD dan Dikmas Jambi 18
8 BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Barat 25
9 BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Ten­
gah
34
10 BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Timur 32
No Unit Kerja Jumlah
11 BP PAUD dan Dikmas Lampung 27
12 BP PAUD dan Dikmas Maluku 25
13 BP PAUD dan Dikmas Maluku Utara 13
14 BP PAUD dan Dikmas NTT 41
15 BP PAUD dan Dikmas Riau 23
16 BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat 15
17 BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Tengah 46
18 BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Tenggara 40
19 BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Utara 26
20 BP PAUD dan Dikmas Sumatera Barat 32
21 BP PAUD dan Dikmas Sumatera Selatan 20
Kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas tahun anggaran 
2017 adalah:
1. Memperluas dan meningkatkan mutu program 
kesetaraan untuk menjangkau anak usia sekolah 
tidak sekolah (ATS) serta usia dewasa.
2. Meningkatkan akses PAUD dan meningkatkan 
kualitas pembelajaran.
3. Meningkatkan akses pemberantasan buta aksara 
untuk daerah kantong buta aksara dan daerah 
Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T).
4. Meningkatkan kualitas satuan pendidikan untuk 
memenuhi standar nasional pendidikan.
5. Meningkatkan peran dan kompetensi keluarga 
dalam mendidik anak agar berkarakter dan 
berbudaya prestasi.
6. Memperkuat kemampuan UPT sebagai 
pengembangan model, mutu, pembinaan dan 
evaluasi penerapan Norma, Standar, Prosedur, 
dan Kriteria (NSPK).
7. Meningkatkan mutu layanan kursus dan pelatihan 
dalam rangka memenangkan persaingan global.
8. Mempererat kerja sama pusat, daerah dan 
pemangku kepentingan sebagai ekosistem PAUD 
dan Dikmas.
Oleh: Robertus Riyanto (Auditor Utama Inspektorat I) 
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9. Mempertahankan wilayah bebas korupsi dan terus 
meningkatkan tata kelola yang transparan dan 
akuntabel. 
Sedemikian beratnya tugas  Ditjen PAUD dan Dikmas 
Kemendikbud yang dituangkan dalam kebijakan un­
tuk tahun anggaran 2017 yang harus didukung oleh 
seluruh BP­PAUD dan Dikmas agar semua program 
dapat berjalan dengan baik. Untuk itulah perlu dijelas­
kan program­program BP­PAUD dan Dikmas dalam 
menyukseskan program­program Ditjen PAUD dan 
Dikmas.
Berdasarkan jumlah sumber daya manusia yang ada 
di 21 UPT baru, terdapat 5 BP PAUD Dikmas yang 
memiliki jumlah personil kurang dari 20 yaitu :
1. BP PAUD dan Dikmas Banten  13 pegawai
2. BP PAUD dan Dikmas Jambi   18 pegawai
3. BP PAUD dan Dikmas Maluku Utara  13 pegawai
4. BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Barat15 pegawai
5. BP PAUD dan Dikmas Sumatera Selatan  20 
pegawai
Adapun Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pusat Pengem­
bangan (PP) dan Balai Pengembangan (BP) PAUD dan 
Dikmas (UPT Pusat) adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan model, model yang dikembangkan, 
divalidasi dan diterapkan di masyarakat. 
Menganekaragamkan dan meningkatkan mutu 
pembelajaran:
­ Menggali kearifan lokal untuk mendukung 
program PAUD dan Dikmas.
­ Menganekaragamkan berbagai alternatif cara­
cara proses pembelajaran dalam meningkatkan 
mutu PAUD dan Dikmas.
­ Mengembangkan berbagai bahan dan media 
Pendidikan bersifat lokal dan menarik.
­ Menciptakan program baru yang sesuai dengan 
perkembangan Zaman dan sesuai kebutuhan 
masyarakat.
­ Membantu masyarakat dalam memecahkan 
masalah melalui model­model yang adaptif.
b. Pengembangan Mutu satuan pendidikan yang 
dibina mencapai standar nasional pendidikan.
­ Melakukan Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan 
di wilayah kerja.
­ Memberikan bimbingan/supervisi satuan 
Pendidikan dalam upaya memenuhi SNP.
­ Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan 
daerah, organisasi mitra (ormit) dan Badan 
Akreditasi Provinsi (BAP) dalam pemenuhan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP).
­ Meningkatkan Mutu Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) PAUD dan Dikmas untuk mencapai SNP.
- Melakukan verifikasi ketercapaian SNP.
c. Fasilitasi dan Kerja sama melayani urusan daerah 
yang terkait dengan Program dan kebijakan Pusat, 
pelayanan kerja sama sebagai implementasi UU 
No. 23 Tahun 2014.
­ Pelayanan kerja sama Pusat dan Daerah dan 
masyarakat (dibentuk Unit Layanan Terpadu /
ULT).
­ Mengelola data sasaran PAUD dan Dikmas Anak 
usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) 2017.
­ Mengelola sebagian proses penyaluran dana 
bantuan pemerintah yang bersumber dari 
direktorat.
­ Wakil Ditjen dalam melakukan pembinaan dan 
pengawasan.
Sebagai informasi tambahan, pegawai dari 21 UPT baru 
tersebut berasal dari unit pelaksana teknis provinsi 
yang merupakan pegawai daerah, sedangkan sekarang 
semuanya menjadi pegawai pusat sehingga perlu 
adaptasi baik terhadap pola kerja, mau pun mindset 
dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat.
Dari sisi program dan kegiatan jauh lebih banyak dan 
kompleks daripada menjadi UPT daerah. Dukungan 
anggaran juga jauh lebih besar sehingga perlu pembi­
naan yang lebih intensif baik dari Direktorat Jenderal 
PAUD dan Dikmas mau pun dari sisi pengawasan oleh 
Inspektorat Jenderal.
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SIANG itu Supriyadi begitu asyik menatah wayang di stand pameran Rembuk Nasional Pendidikan & Kebudayaan (RNPK) 
di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, Depok 
(5/02). Tangannya begitu lincah bekerja, dan 
hasil karya seninya begitu nyata. Halus dan 
bagus. Tapi ketika ditanya apa wanda (gaya dan 
karakter) wayang Prabu Puntadewa yang tengah 
dipahatnya, anak muda asal Wonogiri (Jateng) itu 
tak bisa menjawab.
 Supriyadi beralasan, para dalang yang 
pesan wayang padanya sama sekali tak pernah 
menentukan sejauh itu. Asal tokoh wayang yang 
dipesannya sesuai ukuran dan enak dipakai 
mendalang, sudahlah cukup. Maka ini sangat 
jauh beda dengan pemahat wayang zaman old, 
seperti Kasidi-Jatisrono (Wonogiri) atau RM Sayid 
dari Surakarta. Mereka ahli melukis dan membuat 
wayang di zamannya, tapi juga sangat menguasasi 
soal wanda-wanda wayang yang dibuatnya.
                                                                                                
Generasi tak ngerti wayang
Tapi Supriyadi masih lumayanlah, dia masih 
memiliki kecintaan pada wayang yang sekaligus 
menjadi sandaran hidupnya. Dia masih mengerti 
berbagai lakon (cerita) wayang legendaris seperti 
Bala Sigala-gala, Wahyu Makutarama, atau juga 
Sumantri Ngenger. Sebab sejak kecil masih suka 
mau begadang nonton wayang di kampung-
kampung sambil makan secontong kacang 
sangrai (digoreng pasir).
Tapi anak muda zaman now lainnnya? 
Dalang Ki Enthus Susmana pernah jengkel ketika 
melihat sekelompok pelajar SMA terheran-heran 
melihat Kidalang membawa sejumlah wayang. 
Penyebabnya, pertanyaan mereka sungguh naif 
sekaligus ironis, “Pak, ini jenis burung apa ya?” 
Di mata para pelajar SMA zaman now, hidung 
wayang itu dianggap sebagai paruh seekor 
burung. Bayangkan!
Kembali Ki Enthus Susmono dibikin jengkel 
ketika ditanggap Harian Pos Kota Jakarta sekitar 
tahun 2012. Pagi hari sebelum pentas, diadakan 
konferensi pers yang dihadiri banyak wartawan 
muda. Ee, ada seorang wartawan yang bertanya 
aneh, “Pak Enthus, suami Limbuk itu siapa?” 
Meski dongkol dalam hati, Kidalang 
mencoba menjelaskan bahwa Limbuk itu tokoh 
wayang sampingan, hanya emban (pembantu) 
seorang raja, sehingga tak pernah ada namanya. 
Kata Ki Enthus, “Sesuka-suka dalang memberi 
nama, kalau bisa kasih saja nama tuan rumah 
penanggapnya.” Para wartawan yang lain pun ikut 
tertawa terbahak-bahak karenanya.
Sebuah keluarga di Jalan Gelatik XI 
Perumnas Depok I slametan selapanan atas 
kelahiran cucu pertamanya. Para tamu bertanya, 
siapa nama bayi perempuan itu. Dengan bangga 
bapak si bayi menyebut nama “Anjani”. Si tamu 
yang kala itu berusia 50 tahun kaget sekaligus 
menahan tawa, “Tahukah kamu siapa wayang 
Anjani itu?” Karena bapak si bayi menggeleng, 
maka dijelaskanlah bahwa Anjani dalam 
perwayangan adalah nama kethek wedok (kera 
TAHUN 2003 UNESCO mengakui bahwa wayang merupakan 
master piece budaya dunia. Tapi ironisnya, di kampung 
halaman sendiri, generasi zaman now secara pelan tapi pasti 
tak lagi menyukainya. Mereka justru tergila-gila budaya asing 
yang dianggap kekinian, seperti “Valentine's Day”. Pemerintah 
pun setengah hati, sementara TV swasta terus mencekoki 
anak-anak muda dengan budaya Barat
Kenapa Generasi Sekarang
Tak Lagi Menyukai Wayang?
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perempuan) ibu Hanoman. 
Si bapak bayi nampak 
menyesal, tapi mana 
mungkin ganti nama lagi 
karena akte kelahiran sudah 
jadi. Jika terpaksa harus 
mengubahnya juga, musti melalui Pengadilan 
Negeri.
Tak kalah menggelikan adalah nama-
nama jalan di Komplek TNI-AU, Halim PK, Kel. 
Makasar, Jakarta Timur. Di sana banyak nama 
jalan tokoh wayang Kurawa, semisal: Jl. Sengkuni, 
Jl. Kartomarmo, Jl. Aswotomo, Jl. Burisrowo dan 
Jl. Indrajid. Terlihat sekali bahwa Pak RT pemberi 
nama jalan itu dulu, memang sama sekali tak 
mengerti wayang. Sebab mereka adalah tokoh 
wayang yang berkarakter jelek. Lebih-lebih Patih 
Sengkuni nan licik, dia sangat dibenci semua 
penggemar wayang.
                                                                                       
Tontonan membosankan?
Sederet kisah di atas adalah sekedar 
gambaran betapa wayang mulai dilupakan 
generasi zaman now. Banyak alasan mengapa 
mereka tak lagi melirik budaya adiluhung warisan 
para leluhur itu. Ada yang mengatakan, durasi 
pertunjukan sampai 7-8 jam, sungguh bikin 
capek dan ngantuk. Bahasanya yang 50 % Jawa 
Kawi, juga menjadi awam bagi orang Jawa zaman 
now sekalipun. Perwayangan juga selalu berkisah 
konflik antar kerajaan, jarang sekali menyentuh 
tentang kerakyatan.
Kerangka adegan juga sangat monoton 
dan membosankan. Pasewakan, yakni rapat raja 
dan petinggi negara, membahas suatu masalah. 
Kadang ada tamu negara lain, di situlah konflik 
mulai dibangun. Tamu mundur atau rapat 
kerajaan selesai, disusul kemudian adegan 
kedatonan, yakni raja bertemu istri disaksikan dua 
pembantunya, Limbuk dan Cangik.
Adegan berikutnya pagelaran jawi, yakni 
patih menginformasikan pada para prajurit, 
tentang hasil pertemuan dengan sang raja. 
Selanjutnya perang gagal, yakni pertempuran 
kesatria dua kerajaan, lalu disusul Gara-gara, 
yakni adegan punakawan Semar-Gareng-
Petruk-Bagong. Ini adegan santai penuh lawak 
dan canda, untuk melepas ketegangan setelah 
berjam-jam disuguhkan adegan serius.
Selanjutnya adegan kapanditan, yakni 
kesatria tokoh sentral lakon (cerita), bertemu 
dengan sesepuh atau begawan, misalnya 
Abiyasa. Dia dapat nasihat bagaimana meraih 
sesuatu (misalnya wahyu) yang sedang 
diperjuangkan. Kemudian disusul adegan perang 
Oleh Gunarso TS
Presiden pertama RI Soekarno memperhatikan tokoh 
wayang kulit idolanya (Foto: Istimewa)
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kembang, yakni sang kesatria bertemu Cakil, 
terjadi perang dan Cakil pun tewas.
Berikutnya pasewakan lagi, yakni 
pembicaraan raja negara lain, berhubungan 
dengan konflik dengan kerajaan pada adegan 
pertama. Terjadilah kemudian perang brubuh, 
yakni peperangan dua kerajaan dan cerita pun 
selesai, intinya kebenaran selalu menang atas 
kezaliman.
Point-point inilah yang di mata generasi 
muda zaman now, menjadikan wayang tak lagi 
menarik. Mereka ingin yang lebih praktis, selaras 
dengan kesibukan masa kini. Ada memang 
sejumlah dalang yang mencoba ber-“revolusi”, 
seperti Ki Enthus Susmono (Tegal), Ki Anom 
Suroto (Surakarta), Ki Manteb Sudarsono 
(Karanganyar). Mereka mengizinkan pesiden 
berjoged, adegan lawak dioperkan pada pelawak. 
Gara-gara ini, adegan Limbukan dan Goro-goro 
bisa makan waktu masing-masing 2 jam. Padahal 
biasanya, adegan tersebut cukup 30 menit saja.
Hanya ada 2 dalang yang masih konsisten 
dengan pakeliran klasik, yakni Ki Hadisugito 
(Wates, DIY) dan Ki Timbul Hadiprayitno (Bantul, 
DIY). Mereka kini telah almahum. Di masa jayanya, 
mereka menolak adegan aneh-aneh. Jika panitia 
memaksakan kehadiran pelawak, Ki Hadisugito 
misalnya, akan menjawab. “Nek sampeyan 
ngundang pelawak, nggih kula 
tak wangsul mawon (jika Anda 
panggil pelawak, saya lebih 
baik pulang saja).”
Indosiar pun angkat 
tangan
Ungkapan lama 
mengatakan, karena tak kenal 
maka tak sayang. Generasi 
zaman now, makin sedikit 
saja mengenal wayang. Di 
kampung-kampung, makin 
jarang orang nanggap 
wayang. Keluarga punya gawe 
kini lebih tertarik nanggap 
campursari, atau bahkan 
jidur/ndolalak untuk wilayah  Purworejo, Jateng.
Media elektronik seperti radio, tinggal RRI 
yang rutin masih menyairkan wayang kulit secara 
nasional. Semarang minggu ke-I, Yogyakarta 
minggu ke-II, Surakarta minggu ke III, dan minggu 
ke IV RRI Jakarta. Sayangnya, RRI kini sudah jarang 
didengarkan generasi zaman now. Radio swasta 
yang masih rajin menyiarkan wayang  kulit –
bahkan tiap malam – hanyalah Yogyakarta. 
Televisi swasta, mana mau! Satu-satunya TV 
swasta yang pernah peduli pada wayang, hanyalah 
Indosiar. Itu pun sudah lama angkat tangan, 
karena tidak juga mengundang iklan. Sebaliknya, 
acara-acara artis yang isinya hanya cengengesan, 
justru itu yang digemari generasi muda zaman 
now dan menjadi menu setiap TV swasta. Karena 
itu jangan heran, anak muda kini sudah lupa seni 
budaya sendiri, tapi mengagung-agungkan budaya 
Barat semisal Valentine's Day.
Ketika generasi muda sudah kehilangan 
peluang nonton wayang lewat media panggung  
mau pun elektronik, sebetulnya kecintaan akan 
wayang bisa dipupuk lewat membaca. Bertebaran 
buku-buku wayang. Tapi sayangnya, anak muda 
zaman now juga semakin malas membaca. 
Sebuah survei mengatakan, dari 1.000 orang 
Indonesia, hanya seorang yang gemar membaca. 
Lihat saja sekarang di bis, kereta api, ruang tunggu 
pesawat, orang-orang lebih asyik main gadget 
ketimbang membaca. Boleh percaya boleh tidak, 
jumlah HP se-Indonesia lebih banyak ketimbang 
Wayang yang merupakan budaya asli Indonesia justru 
digemari oleh orang asing  (Foto: Istimewa)
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jumlah penduduknya.
Di Jakarta sendiri, kini pagelaran wayang 
kulit yang masih ada secara rutin tinggalah di TMII. 
Padahal zaman Orde Baru tahun 1992, Jakarta 
benar-benar surganya wayang kulit! Pernah terjadi 
dalam satu malam Minggu terdapat 5 tempat 
pentas wayang kulit; di Universitas Atmajaya 
Semanggi Ki Hadisugito, di Hotel Indonesia Ki 
Anom Suroto, di Lokasari Ki Sugito Purbacarito, 
di TMII Ki Timbul Hadiprayitno, dan Ki Manteb 
Sudarsono di Hotel Kartika Chandra.
Zaman Orde Baru agaknya pejabat mudah 
menyisihkan dana untuk panggung hiburan, 
setiap event-event tertentu HUT RI atau ulang 
tahun lembaga, mereka nanggap wayang. Sampai-
sampai pesinden top Zaman itu, Aniek Sunyahni 
dari Sragen pernah mengatakan, “Ibarat kata, ada 
pejabat kentut saja pasti nanggap wayang.”
Sekarang, tak perlu sedu sedan itu; begitu 
kata penyair Chairil Anwar. Wayang sudah mulai 
ditinggalkan dan dilihat dengan sebelah mata 
oleh generasi zaman now. Padahal, ketika bangsa 
kita sudah ngemohi budayanya sendiri, orang 
asing justru banyak yang gandrung karenanya. 
Kini banyak pesinden asing, semisal Megan Collin 
dari Los Angeles (AS), Hiromi Kano dari Jepang. 
Dalang Londo juga ada, di antaranya: Gaura 
Mancacaritadipura (Australia) dan Mattew Isaac 
Cohen (AS).
Mereka sangat mengagumi seni adiluhung 
milik bangsa lain. Bahkan lembaga internasional 
UNESCO (PBB), sejak 7 Nopember 2003 mengakui 
bahwa wayang sebagai World Master Piece of Oral 
and Intangible Heritage of Humanity. Artinya, nilai 
adiluhung wayang bukan saja milik Indonesia, tapi 
juga menjadi milik dunia. Jangan heran bila saatnya 
nanti, wayang makin moncer di mancanegara, tapi 
di negeri sendiri justru sudah dilupakannya.
Tontonan dan tuntunan
Di masa Orde Lama Bung Karno memiliki 
program Trisakti, yakni: pertama berdaulat di 
bidang politik, kedua berdikari di bidang ekonomi 
dan ketiga berkepribadian dalam budaya. Pada 
point tiga itu misalnya Bung Karno sebulan sekali 
nanggap wayang di Istana Negara, dengan dalang-
dalang top dari berbagai daerah. Ada Nyotocarita 
dari Klaten, Gandamargono dari Yogyakarta dan Ki 
Gitasewaka dari Blitar.
Bung Karno ikut nonton sampai ngebyar 
(pagi), bersama para menteri, pejabat tinggi 
negara, termasuk ajudan. Maka ajudan HR Sugandi 
pernah ditanya Bung Karno, pentas semalam di 
Istana bagus tidak? Jawab sang ajudan, bagus 
Pak. Bagaimana jalan ceritanya, HR Sugandi tak 
bisa menjawab. “Kowe ngapusi aku ya, ora nonton 
ngaku nonton (kamu bohongi saya ya, tidak nonton 
mengaku nonton),” kata Bung Karno, dan suami 
mantan Menteri Mien Sugandi itu tersipu-sipu 
malu.
Bung Karno juga pernah menegur Menteri 
Ruslan Abdulgani, “Kamu itu orang Surabaya kok 
tidak ngerti wayang?” Memangnya salah Pak, 
tangkis Cak Ruslan. Kata Bung Karno lagi, “Ya nggak 
salah, tapi sebagai pejabat negara tak mengerti 
filosofi wayang, bisa membuat kebijakan yang 
salah.”
Wayang memang bukan sekedar tontonan, 
tapi juga tuntunan. Banyak saripati ilmu dan 
filosofi yang bisa diambil dari berbagai kisah 
perwayangan. Bagaimana harus mencintai tanah 
airnya (Kumbakarno), bagaimana harus tahu 
membalas budi (Adipati Karno), bagaimana pula 
harus pandai mendidik anak (Dewi Kunti), dan 
seterusnya.
Meresapi akan filosofi wayang bisa menuntun 
anak bangsa pada pendidikan karakter yang lebih 
baik. Karena dia mencintai tanah airnya seperti 
Kumbokarno dari Alengkadiraja, niscaya takkan 
menciderai cita-cita Proklamasi 1945. Bila menjadi 
pejabat takkan sudi membuat kebijakan-kebijakan 
koruptif untuk menguntungkan diri sendiri. Bila jadi 
politisi akan konsisten, tidak mencla-mencle esuk 
dhele sore tempe (tidak konsisten) sebagaimana 
Patih Sengkuni dadi negeri Astina.
Sebagaimana kata Presiden Sukarno dalam 
Trisakti, berkepribadian dalam budaya maknanya 
adalah bangsa Indonesia harus mencintai dan 
melestarikan budaya sendiri, termasuk juga 
wayang. Tapi faktanya sekarang, anak-anak  zaman 
now banyak yang kebarat-baratan dan kearab-
araban, melupakan jati dirinya sebagai anak 
bangsa. 
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Paling baru, Puput (3) dibuang emaknya di tengah sawah Kampung Benteng Kidul, Kelurahan Benteng, Kecamatan 
Warudoyong, Kota Sukabumi. Masalahnya, 
sang ibu Ny. Neng Yuliawati, pusing tak punya 
uang untuk bayar kontrak rumah. Dibawa 
ke rumah nenek, tapi tak juga menemukan 
solusi. Ya sudah, dibuang saja di tengah 
sawah dan ditinggal kabur. Untung saja 
bocah itu segera ditemukan penduduk dan 
diserahkan ke Dinas Sosial Sukabumi.
 Sebelum itu, kejadian tragis 
menimpa 3 bocah di  Dusun Sambilanang, 
Desa Karobelah, Kecamatan Mojoagung, 
Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ny. Evi 
(30) tega mengajak 3 anaknya yang masih 
berusia 6 tahun, 3 tahun dan 4 bulan untuk 
bun-bar. Caranya, si bayi ditenggelamkan di 
bak mandi lalu dua kakaknya dipaksa minum 
racun serangga. Setelah ketiganya mati, baru 
Ny. Evi ikut minum, tapi dia sendiri tidak ikut 
mati. Alasannya berbuat senekad itu, sakit 
hati dituduh suami bahwa anak-anak itu hasil 
selingkuh.
 Jika kita gogling di internet, begitu 
banyak kisah-kisah pilu semacam itu. Dari 
bayi yang baru lahir langsung dicekik, 
dibuang ke kali, dan masih sederet lagi 
kekejaman orang tua atas anak-anak mereka. 
Padahal mereka lahir juga bukan maunya 
si anak. Itu semua terjadi gara-gara orang 
tuanya hanya mau cari enak, tapi tak mau 
jadi anak, karena begitu banyak onak dalam 
problem kehidupannya.
 Bagi orang beriman, kelahiran anak 
adalah sebuah rahmat dari  Sang Khalik. 
Tapi jika anak itu lahir dari hasil pernikahan 
resmi. Jika dari hubungan haram, pusinglah 
si ibu selaku pengandung dan si bapak 
sebagai penyetrom. Mereka malu untuk 
UNGKAPAN lama mengatakan, sebuas-buasnya harimau 
takkan makan anak sendiri. Tapi di era gombalisasi sekarang 
ini, ungkapan itu tak lagi benar 100 persen. Lihat saja berita 
koran dan internet, begitu banyak orang menyia-nyiakan anak. 
Di sana-sini ada anak kandung dibunuh, bahkan diajak bun-
bar (bunuh diri bareng). Apa lagi sekedar membuang anak, 
semakin ombyokan. Tega sekali itu orang tuanya. 
Enaknya mau, begitu jadi anak, ogah ngurus!
Jangan Sia-siakan Anak
Oleh: Gunarso TS
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mempertanggungjawabkan di depan publik. 
Bagi mereka yang tak punya iman kecuali “si 
imin”, solusinya hanya dua B, yakni Buang 
atau Bunuh.
 Ada juga orang tua tega membuang 
atau membunuh anak-anaknya karena takut 
tak bisa memberi makan. Padahal Allah 
SWT lewat berbagai ayat dalam Qur’an telah 
mengingatkan, “Jangan kamu putus  asa dari 
rahmat Allah (Q.S. Az Zumar: 53). Di surat 
yang lain Allah Swt juga menjamin, “…..dan 
tidak satu pun makhluk bergerak di bumi 
melainkan dijamin Allah rezekinya” (Q.S. Hud: 
6).
 Anak adalah penerus sejarah 
bagi orang tuanya. Maka sungguh malang 
mereka yang tak memiliki anak. Jika tak 
ada momongan, bagaimana nasib orang 
tuanya nanti sesudah jompo menunggu ajal. 
Meninggal dalam rawatan keluarga, atau 
dalam asuhan panti jompo? Bila kemungkinan 
kedua yang terjadi, orang tua yang bernasib 
seperti ini, bisakah meninggal dengan tenang?
 Maka karena demi lahirnya seorang 
anak, berbagai cara dilakukan. Ada yang 
berobat dengan seribu cara, baik secara 
medis mau pun non medis, bahkan ke 
dukun pun ditempuh juga. Ada pula yang 
menggunakan bayi tabung. Bahkan saking 
kepepetnya, sampai-sampai ada pula yang 
–maaf– pakai godong lingga (baca: pinjam 
suami tetangga).
 Begitu bernilainya seorang anak, 
sehingga ada ungkapan: buah hati sibiran 
jantung. Apapun kondisi si anak akan 
diterima dengan senang hati. Sukur ganteng 
atau cantik seperti bintang sinetron seribu 
episode. Biar jelek seperti mercon bantingan 
sekalipun; orang tua akan menerima apa 
adanya. Maka orang Jawa punya ungkapan: 
wingka katon kencana (baca: jelek pun 
dianggap baik). 
 Maka jika ada orang tua sampai tega 
menyia-nyiakan anak, bahkan membunuhnya 
sebagaimana kisah-kisah di atas, jelas orang 
tua yang strip atau kenthir orang Jogya-Solo 
bilang. Tapi sebaliknya anak yang menyia-
nyiakan atau bahkan membunuh orang 
tuanya, itu Malin Kundang si anak durhaka, 
bakal kualat seperti jambu monyet. 
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Menurut laporan Indrajala, sudah beberapa tahun ini negerinya ancur- ancuran. Korupsi terjadi di mana-mana, 
inflasi membubung tinggi dan rakyatnya banyak 
yang kumpul kebo. Konsultasi ke paranormal 
setempat, katanya Buluketiga bisa aman 
sejahtera secara mantap terkendali apabila 
pakai tumbal wayang berdarah putih.
“Kami sudah periksa seluruh darah 
wayang negeri kami, tapi yang ada cuma darah 
A, B, AB, O dan paling banyak darah keraton....!” 
keluh Indrajala pesimis.
“Di sini, darah putih, yang punya cuma 
Dimas Puntadewa raja Ngamarta. Jika kamu 
berminat, harus berani menculiknya ke sana,” 
ujar Prabu Duryudana memberikan petunjuk 
sambil melirik Prabu Baladewa yang juga hadir 
dalam sidang tersebut.
Sebetulnya tak usah jauh-jauh, Prabu 
Baladewa ini juga berdarah putih sampai ke 
kulit-kulitnya juga. Tapi untuk menunjuk ke dia, 
Prabu Duryudana tak enak hati. Masak kakak 
ipar sendiri dikorbankan demi kepentingan 
asing. Apa kata dunia?
Prabu Baladewa raja Mandura melihat 
sorot mata Prabu Duryudana dan dwitunggal 
Sengkuni-Durna, darahnya langsung mendidih.  
Ini benar-benar saran gila. Memang, soal 
PBB dan pajak TA (tax amnesty) selalu 
membayar ke Ngastina, tapi simpati dan rasa 
kesetiakawanannya Prabu Baladewa ini lebih 
condong ke keluarga Ngamarta. 
Di samping masih ada hubungan famili, 
orang-orang Pendawa ini selalu bertabiat 
baik dan antikebatilan. Sedangkan wayang-
wayang Ngastina ini bersikap culas dan tak 
tahu membalas budi. Pinjam negara tak pernah 
bayar sewa, tega-teganya hendak mencelakakan 
pemiliknya. 
“Hai Indrajala, apa kau bilang? Kau boleh 
membinasakan  Dimas  Puntadewa,   asalkan  
sudah  bisa membunuhku, mengerti....?” sergah 
Prabu Baladewa lantang.
“Sabar anak prabu Mandura, tanah 
emosi…!” kata Patih Sengkuni membisiki Prabu 
Baladewa.
Pertemuan segera dibubarkan, baku 
hantam Indrajala – Baladewa tak sampai 
terjadi dalam pasewakan. Tapi Patih 
Sengkuni dan Pandita Durna makin yakin 
bahwa Prabu Baladewa lebih pro Ngamarta. 
Mereka kemudian memerintahkan wayang-
wayang Ng|astina untuk membantu Indrajala 
membinasakan raja yang punya penyakit darah 
tinggi tapi jarang minum Captopril itu. 
“Tapi kalau ada apa-apa, jangan bilang 
saya yang menyuruh lho ya?” bisik Patih 
Sengkuni mencoba lempar batu sembunyi 
tangan.
SIDANG selapanan di Kerajaan Ngamarta baru saja usai ketika 
tiba-tiba datang seorang tamu dari Kerajaan Buluketiga. 
Menurut KTP yang ditunjukkan kepada Prabu Duryudana, dia 
bernama Indrajala, status belum kawin dan merupakan orang 
kepercayaan Prabu Tegalelono. Kedatangan ke Ngastina bukan 
untuk mencari pinjaman luar negeri, melainkan minta bantuan 
bagaimana caranya agar negara Buluketiga bisa tentram adil 
makmur seperti sedia kala.
INDRAJALA MALING
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Di alun-alun lor perkelahian  Indrajala  
melawan  Prabu  Baladewa  seru sekali.   
Prajurit  Ngastina  yang  tadinya  mau  
membantu mengeroyok, melihat raja Mandura 
itu mengeluarkan pusaka Nenggala langsung 
minggir. Di saat Indrajala terdesak, adiknya 
yang bernama Indramurti teman main artis 
Indra Bekti datang membantu.  Akhirnya 
Indrajala  menyelinap ke Ngamarta sementara 
perkelahian Baladewa-Indramurti terhenti saat 
matahari terbenam, karena disusul suara azan 
maghrib.
Dengan menggunakan ajian 
panglemunan,  Indrajala langsung menghilang. 
Dalam waktu secepatnya dia selamat masuk 
Istana Ngamarta tanpa melalui pemeriksaan 
Imigrasi. Setelah celingukan beberapa saat 
berhasil memasuki kamar tempat Prabu 
Puntadewa istirahat. Indrajala terkejut, dia 
baru tahu bahwa raja Amarta ini kalau tidur 
pisah ranjang dan kamar dengan Dewi Drupadi 
istrinya.
 “Rupanya mereka sedang nggak akur.” 
Gumam Indrajala.
Melihat raja yang hendak diculiknya 
masih tidur nyenyak sampai ngiler, Indrajala 
segera memanfaatkannya. Dia bermaksud 
membawa Prabu Puntadewa dalam keadaan 
terlena dalam mimpi. Tapi berkat kesaktian 
Ptrabu Puntadewa, di saat Indrajala mendekat 
langsung terjengkang dan muntah darah. Hoek, 
hoek, hoek...!  Mendengar orang muntah-
muntah dalam kamarnya, Prabu Puntadewa 
terjaga. Indrajala segera bangun dan minta 
maaf sambil mencium kaki raja Ngamarta ini.
“Maafkan hamba, Paduka. Hamba berbuat 
senekat ini karena menginginkan keamanan 
di negeri kami, Buluketiga. Kata Dewa Yang 
Maha Agung, negeri kami bisa aman teram bila 
dihadiri raja berdarah putih dari Ngamarta.
“Oo, begitu. Kamu kok berani mem-
booking saya, memangnya berani tanggung 
akomodasinya?” kata Puntadewa pelan, sambil 
menggeliat.
“O, beres Paduka. Minta hotel berbintang 
berapa, di sana ada lengkap selimut hidupnya. 
Soal transportasi pulang pergi ditanggung,” 
jawab Indrajala harap-harap cemas. 
Raja Ngamarta memang terkenal kawehan 
(apa pun diberikan) kecuali pinjam handuk dan 
Prabu Baladewa (kanan) marah kepada Raden Indrajala.  (Foto: Istimewa)
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sikat gigi. Jangankan fasilitas demikian lengkap, 
tanpa jaminan apapun pasti dia berangkat 
juga ke Buluketiga memenuhi undangan Prabu 
Tegolelono. Anggap saja ini kegiatan baksos 
tanpa misi keagamaan.
Dengan cara digendong Indrajala 
membawa terbang Prabu Puntadewa ke 
negaranya tanpa naik Garuda. Dan keesokan 
harinya kerajaan Ngamarta gempar. Prabu 
Puntadewa yang setiap pagi biasanya baca 
koran sambil macit (menikmati makanan kecil) 
pisang molen, ternyata raib dari istana. Radio-
radio swasta, TV, termasuk surat- surat kabar, 
diminta menyiarkannya, tapi tak ada kabar 
beritanya juga. 
Di saat keluarga Pandawa dilanda 
kegelisahan, datanglah Prabu Baladewa 
mengabarkan bahwa hilangnya Prabu 
Puntadewa pastilah diculik oleh Indrajala. 
Masalahnya sekarang, di mana letak negeri 
Buluketiga itu, apakah masih masuk wilayah 
administrasi negara Buluketek?
“Nih, dengkul saya mlocot (luka) kemarin 
ya gara- gara berantem sama Indrajala di 
Ngastina...!” kata Baladewa memberikan 
laporan.
“Persis! Pusaka Kaca Paesan juga 
menginformasikan seperti itu.” Jawab Prabu 
Kresna yang juga hadir di Ngamarta.
Prabu Kresna segera memerintahkan 
Harjuna untuk berangkat duluan ke Buluketiga 
membebaskan kakak sulungnya. Werkudara dan 
adik-adiknya yang lain menyusul belakangan 
saja karena sudah kehabisan karcis di Gambir.
Berkat ajian minyak Jayengkaton miliknya, 
menjelang tiba di kerajaan Buluketiga, Harjuna 
melihat bayangan Indrajala berkelebat 
menggendong Prabu Puntadewa. Dia mencoba 
mengejar, tetapi begitu memasuki tapal batas 
kerajaan Buluketiga, Harjuna terkena guna-desti 
(black magic) sehingga tubuhnya berubah wujud 
menjadi patung. Semuanya mengeras menjadi 
batu, ya rambutnya, ya tangannya, ya celananya, 
apalagi... akiknya. Keluarga Pandawa yang tiba 
beberapa saat kemudian cuma bisa meratapi 
patung Harjuna yang membisu itu. 
Sesuai dengan petunjuk Prabu Kresna, 
Werkudara kemudian melemparkan patung 
tersebut ke arah taman keputren kerajaan 
Buluketiga.
“Ingat, semuanya harus menahan diri, 
jangan coba-coba masuk terlalu jauh ke 
Buluketiga. Bisa terkena penyakit kencing batu, 
eh menjadi batu...!” Prabu Kresna mengimbau.
Sementara keluarga Pandawa di tapal 
batas menunggu perkembangan situasi, 
Indrajala yang telah berhasil menculik Prabu 
Puntadewa segera menyerahkan tawanannya 
kepada Prabu Tegalelono. Keluarga kerajaan 
Buluketiga bersukaria, bagaikan pegawai 
honorer diangkat jadi PNS. Prabu Tegalelana 
segera membawa Puntadewa ke alun-alun, 
untuk dibinasakan. Sayang, sudah ditembak 
beberapa kali dengan ditutup matanya, tak juga 
ada peluru yang menembus tubuhnya. 
“Sudahlah serahkan nyawamu baik-baik. 
Jangan kuatir, keluargamu nanti tetap saya 
jamin sepenuhnya, tiap tahun juga terima 
bonus...!” bujuk Prabu Tegalelono yang mulai 
kehabisan akal.
“Enak aja. Memangnua saya raja apaan?” 
sergah Puntadewa.
Prabu Puntadewa selamanya tak pernah 
menghiraukan urusan duniawi. Karenanya jadi 
sangat tersinggung demi mendengar ucapan 
raja Buluketiga. Dia mengerahkan segala 
kekuatannya dan segeralah menjelma sebagai 
raksasa hybrida. Dia mengamuk membabi buta. 
Prabu Tegalelono, Indrajala, Indramurti dan 
patih Brajaguna lari terbirit-birit menyelamatkan 
diri, takut dikarungin. Tapi Puntadewa yang 
telah menjelma sebagai Dewa Amral ini 
mengejarnya tanpa ampun.
Sebelum mati sia-sia, beruntung Prabu 
Tegalelono segera menemukan akal, Patung 
Harjuna di taman keputren akan disembuhkan 
dengan syarat bisa membinasakan raksa 
hybrida yang banyak timbulkan bencana alam 
itu. Untuk itu dia segera berangkat ke taman 
keputren, menemui kedua istrinya yang masih 
terkesima menikmati patung Harjuna.
Dasar Harjuna wayang mata keranjang. 
Meskipun telah dibebaskan dari wujud patung, 
dia baru mau membinasakan musuh asal 
diberi hadiah Dewi Mursitawati dan Tegawati 
yang merupakan istri-istri Prabu Tegalelono. 
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Prabu Puntadewa raja Amarta.  (Foto: Istimewa)
Sebenarnya raja Buluketiga keberatan, tapi dari 
pada negerinya makin hancur, terpaksa dia 
mengalah.
“Iya deh, ambil kalau mau. Nanti gampang 
gue kawin lagil...!” jawab Prabu Tegalelono 
setengah hati.
“Gitu dong! Ini baru kerja sama saling 
menguntungkan,” jawab Harjuna sambil 
senyum dikulum.
Harjuna tersenyum simpul, karena 
telah memenangkan SDSB (Sepasang Dara 
Sumbangan Buluketiga) tanpa beli kupon. 
Setelah menerima kedua putri itu dia segera 
kelur untuk membinasakan musuh. Tapi 
begitu tahu raksasa hybrida itu penjelmaan 
kakak sendiri, dia jadi berlagak pilon. Dia enak-
enak saja di warung kopi menyaksikan Prabu 
Tegalelono dan hulubalangnya jumpalitan 
dikejar-kejar Dewa Amral.
“Curang Harjuna, curang! Sudah terima 
honor, kabur!” maki Indrajala.
“Emangnya gue pikirin?”
Dalam keadaan semakin terpojok Prabu 
Tegalelono kemudian melihat Prabu Kresna 
dan keluarga Pandawa kongkow-kongkow di 
batas kota. Tanpa malu-malu lagi dia minta 
suaka kepada para konglomerat Ngamarta. 
“Aduh tolongin gue, ada raksasa 
ngamuk....!” teriak Tegalelono. 
“Payah lu. Badan eja gede, tapi cemen.” 
Sindir Prabu Kresna.
Werkudara melihat orang-orang yang 
meratap-ratap di depannya adalah tokoh-tokoh 
yang bikin kaco dunia pewayangan, amarahnya 
tak terkendalikan lagi. Raja Buluketiga itu 
diinjaknya hingga tewas seketika.
Melihat raja tewas, Indrajala mencoba 
kabur, tetapi segera dibekuk Gatutkaca. Sekali 
gebrak badannya telah terpotong tujuh seperti 
dimutilasi. Demikian juga Indra-murti, oleh 
Setyaki berhasil ditarik dari peredaran hanya 
dengan sekali bithi (kemplang). 
Cuma Patih Brajaguna yang alot 
nyawanya. Dia tak sampai dibunuh karena 
sewaktu dihajar Ontosena dia sama sekali tak 
membalas kecuali menyerah pasrah. 
“Ampun Den, jangan dibunuh.  Anak saya 
masih kecil-kecil, istri juga lagi hamil tua....!” 
rengek Patih Brajaguna tanpa malu-malu. 
“Situ yang enak kok gue yang harus 
repot?” bentak Antasena.
Prabu Kresna segera memberikan grasi, 
meskipun belum tiba bulan Agustus. Tak lama 
kemudian datanglah Dewa Amral yang masih 
melepaskan amarahnya. Untuk meredakan 
Prabu Kresna juga menyusul menjelma 
menjadi raksasa hybrida pula dengan nama 
Aji Gineng. Kedua raksasa ini berkelahi mati-
matian, sehingga keduanya kemudian kembali 
menjelma sebagai Prabu Puntadewa dan Prabu 
Kresna. 
Sebelum keluarga Pandawa kembali ke 
Ngamarta, mereka sempat pula melantik Patih 
Brajaguna menjadi raja Buluketiga yang baru 
secara devinitip.
“Jadi raja yang benar ya, kalau target 
PBB dan KB tak tercapai, saya copot lagi 
kamu....!” pesan Werkudara bisik-bisik. (Ki Guna 
Watoncarita)
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Pendaki Selandia Baru, Sir Edmund Hillary  berhasil mencapainya pada 29 Mei 1953 pukul 11.30 waktu 
setempat, namun dibalik kisah sukses 
Hillary, orang mungkin melupakan jasa 
seorang pemandu (Sherpa), penduduk 
asli Nepal, Tenzing Norgay yang ikut 
mendampinginya.
Kisah sukses Norgay dan Hillary 
mencapai puncak Himalaya setinggi 
8.824 meter itu kemudian menginspirasi 
ratusan pendaki lainnya untuk berlomba­
lomba mengikuti jejak mereka berdua, 
mengingat tujuh tim sebelumnya, 
dalam periode antara 1920 hingga 1952,  
sebagian juga dipandu Norgay, gagal.
Keberhasilan Hillary memapak 
puncak Himalaya dinilai sangat fenomenal 
mengingat dunia saat itu baru saja 
beranjak dari Perang Dunia II sehingga ia  
kemudian dianugerahi gelar bangsawan 
oleh Ratu Inggeris, Elizabeth II dan 
sosoknya menjadi tersohor di seluruh 
dunia.  
Kepada awak media, Norgay 
mengaku  puas atas hasil kerja kerasnya 
MASIH ingatkah anda, orang pertama yang berhasil 
menjejakkan kaki di puncak gunung tertinggi di dunia, 
Himalaya? 
Sepi ing Pamrih
Rame ing Gawe
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bersama Hillary , namun dengan  menunjukkan 
sosok kerendahan hatinya saat menjawab 
pertanyaan,  kenapa ia mempersilahkan Hillary  
duluan ketika hanya tinggal selangkah lagi 
menjelang puncak Himalaya. 
“Ini adalah impian Hillary, bukan impianku. 
Impianku hanya sebatas  membantu dia  meraih 
impiannya,”
Pesan moralnya: Dalam kehidupan, kita sering 
berhadapan dengan orang yang menonjolkan 
dirinya sehingga merasa paling berhak untuk 
memperoleh penghargaan, remunerasi, atau 
imbalan.  
Berbeda dengan Norgay. Di benaknya hanya 
terkandung niat untuk membuat rekannya berhasil. 
Dia tidak bermimpi menjadi pahlawan, melainkan 
sudah cukup puas dan berbahagia bisa membantu 
orang lain menggapai impiannya.
Di tengah kehidupan nyata saat ini, banyak 
orang, demi meraih kekuasaan, terus mengumbar 
egonya, sikut dan sikat sana­sini, kalau perlu 
dengan mengorbankan teman atau sejawat, bahkan 
persatuan bangsa sendiri. 
Sebagian orang lupa pada semangat dan 
kemuliaan akal­budi yang ditanamkan oleh para 
leluhur bangsa ini:  Sepi ing Pamrih Rame ing Gawe.    
  (Time.com/nanangs) 
Sir Edmund Hillary (kiri) berkat bantuan Sherpa 
(pemandu) Tenzing Norgay menjadi orang pertama yang 
berhasil menaklukan puncak Everest .  (Foto: Istimewa)
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Halaman Terakhir
Sendiri Bisa, 
Bersama Luar Biasa
Tetapi tidak dapat dimungkiri, dalam dunia bi-rokrasi terkadang untuk membuat sebuah tim yang solid dan kompak memang tidak mudah. 
Karena ada banyak kepala di dalamnya yang pasti 
punya pemikiran yang berbeda, punya interest dan 
punya agenda personal. Pikiran-pikiran para anggota 
tim ini punya kecenderungan saling berbenturan satu 
sama lain.
Tapi jangan khawatir. Sesuatu yang sulit  bukan 
berarti tidak bisa dilakukan. Selama kita mengetahui 
caranya, pasti bisa membangun kerja tim yang sol-
id dan efektif.  Setidaknya beberapa langkah yang 
menjadi komitmen bersama yang dapat membantu 
seperti adanya pemahaman yang sama tentang apa 
yang menjadi visi dan misi institusi. Sebuah tim tidak 
akan bisa bekerja  dengan baik dan efektif jika setiap 
anggotanya memiliki visi dan tujuan yang berbeda.
Sebagai contoh, Si A ingin ke utara, B maunya ke 
selatan, C justru memilih ke tenggara. Dapat dipasti-
kan, tim yang berisi orang-orang seperti itu tidak akan 
bisa mencapai target. Karena itu, dari mulai pimpinan 
hingga anggota tim harus memiliki visi dan misi yang 
sama sehingga dalam setiap  tindakan yang diambil 
merupakan pengejawantahan dari visi dan misi tim. 
Bukan visi dan misi individu.
Membangun rasa saling percaya merupakan 
andil tersendiri dalam membangun soliditas tim. 
Rasa saling percaya menjadi syarat mutlak untuk bisa 
membangun kerja tim yang solid. Karena tidak akan 
ada kerja tim yang sukses jika anggotanya tidak saling 
percaya. Akhirnya seluruh anggota  hanya bekerja 
masing-masing secara individual.
Rasa percaya ini akan menegaskan bahwa tugas 
yang diemban setiap orang pasti berbeda kadarnya. 
Setiap anggota tim akan yakin bahwa  tugas yang 
dibebankan kepada rekan satu tim akan terlaksana 
dengan baik dan sesuai kemampuan masing-masing. 
Atau dengan kata lain,  seseorang yang dipercayakan 
memegang alat musik seruling tidak harus dijadikan 
iri dengki oleh pemain drum yang terkesan berkerin-
gat  karena beban pekerjaan.
Jangan pernah anggap sepele masalah 
 komunikasi. Ketika komunikasi sesama angota tim 
macet, dipastikan kerja tim akan berantakan. Karena 
Dalam dunia kerja tidak dikenal istilah single 
fighter, semua merupakan hasil kerja tim 
dimana seluruh anggota saling membantu dan 
mendukung demi tercapainya tujuan yang 
direncanakan. Atau mirip membangun sebuah 
kumpulan group musik yang tampil diatas 
panggung, satu sama lain pemusiknya bermain 
sesuai fungsi hingga tercipta sebuah irama yang 
enak didengar telinga.
Oleh: Aceel Sunarto Sebastian
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setiap orang tidak mengerti apa yang harus dilakukan. 
Karena itu lakukan komunikasi secara intensif. Baik 
melalui meeting pagi atau pertemuan lain yang dilaku-
kan oleh seluruh anggota tim kerja. Sehingga setiap 
orang akan mengerti tugas dan target yang harus dilak-
sanakan.
Komunikasi antaranggota tidak perlu harus selalu 
bertatap muka. Saat ini sudah banyak aplikasi komuni-
kasi yang bisa digunakan seperti WhatsApp, BBM, Line, 
atau yang lainnya. Manfaatkan fasilitas tersebut untuk 
menjalin komunikasi intensif antar sesama anggota tim.
Dalam suasana tertentu, ada baiknya melakukan 
kegiatan bersama seperti gotong royong, olahraga ber-
sama, main musik bersama atau rekreasi bersama. Tak 
kenal maka tak sayang. Bagaimana bisa menjalin kerja 
sama dalam tim jika setiap orang yang ada di dalamnya 
tidak saling mengenal?
Karena itu, dalam usaha membangun  kerja tim 
yang solid, mutlak harus sering melakukan  kegiatan 
bersama. Khususnya hal-hal di luar pekerjaan.  Kegiatan 
di luar pekerjaan ini akan membentuk chemistry kerja 
sama yang kuat di antara sesama anggota tim.
Juga ada baiknya memacu motivasi bekerja 
seluruh tim dengan membuat sistem penghargaan. 
Siapa pun yang punya prestasi, laik diganjar  dengan re-
ward, begitu pula sebaliknya.
Inti dari pemberian penghargaan ini adalah agar 
seluruh tim merasa kerja keras mereka dihargai oleh 
institusi. Selain itu, dengan sistem penghargaan, anggo-
ta tim yang lain pun akan terpacu untuk memberi yang 
terbaik. Sehingga diharapkan nantinya, semuanya akan 
bekerja secara optimal dan mampu mencapai tujuan 
secara bersama-sama. 
Banyak bentuk penghargaan yang bisa diterap-
kan. Dari mulai membuat label “karyawan terbaik  bulan 
ini” atau bahkan pemberian bonus di luar upah yang 
diterima setiap bulan.
Laiknya sebuah tim sepak bola, setiap anggota 
tim juga punya peran dan tanggung jawab yang berbe-
da. Hal ini harus benar-benar dipahami oleh seluruh 
anggota tim. Jangan sampai semuanya  ingin jadi kiper 
atau semuanya ingin jadi striker atau  paling buruk lagi 
adalah semua berebut ingin jadi bos.
Membangun kerja tim yang kompak dan efektif 
pasti butuh pemahaman tentang peran dan  tanggung 
jawab sehingga mereka bisa lebih fokus dalam 
menyelesaikan tugas masing-masing.
Seperti halnya peran dan tanggung jawab,  tingkat 
kompetensi yang dimiliki tim pun pasti  berbeda. Jika 
ternyata tingkat kompetensi antar anggota tim terlalu 
jauh perbedaannya, saatnya untuk meningkatkannya 
melalui pelatihan. Pastikan kompetensi yang dimiliki se-
tiap anggota tim memang sesuai dengan pekerjaan dan 
tugas yang menjadi tanggung jawab mereka.
Perbedaan pendapat dan perselisihan adalah 
sebuah hal yang jamak terjadi dalam sebuah tim. Justru 
dari perbedaan itu, tim akan semakin kaya dengan ide 
dan pemikiran yang bisa memudahkan jalan menuju 
target yang dicanangkan.
Tentu saja, selama tiap-tiap anggota bisa saling 
menghormati dan menghargai. Menghormati pendapat 
orang lain yang berbeda. Menghargai hak-hak orang 
lain dalam mengemukakan pendapat. Rasa hormat 
ini nantinya akan membentuk semacam rantai peng-
hubung yang kuat di antara sesama anggota tim.
Untuk membentuk sebuah kerja tim yang kompak 
dan solid dibutuhkan komitmen yang kuat dari setiap 
anggota. Karena setiap orang akan saling menopang 
kerja anggota yang lain. Satu orang pincang, maka 
proses kerja pun tidak akan maksimal.  Ketika ada ang-
gota yang menurun semangatnya, hal ini bisa berimbas 
buruk kepada anggota yang lain.
Karena itu, setiap anggota tim harus bisa sa ling 
menyemangati rekannya yang tengah menurun perfor-
manya. Sehingga mereka bisa selalu berada dalam level 
yang sama dalam menjalani tugas yang dibebankan. 
Tidak ada lagi yang tertinggal karena tidak mendapat 
perhatian dari rekan kerjanya.
Kunci sukses sebuah kerja tim adalah evaluasi un-
tuk melihat mana yang sudah berjalan sesuai rencana, 
mana yang harus mendapat suntikan motivasi, atau 
kekurangan apa yang harus diperbaiki.
Evaluasi bukan bertujuan mencari kesalahan. Tapi 
lebih memberi arahan dan masukan agar proses kerja 
selalu bisa berada di jalur yang direncanakan. Kalau-
pun ada perubahan, itu merupakan hasil yang sudah 
disepakati bersama.
Sebuah gol dalam permainan sepak bola tidak 
akan terjadi jika tidak ada kerja sama yang apik  diantara 
sesama pemain, pelatih dan tentunya komitmen ber-
sama. 
Sendiri Bisa, Bersama Luar Biasa
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